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ABSTRAK 

Alpin Danila, 2024. Dibimbing Oleh,  Abdul Kadir Adys, Muhammad Yahya, 

Pelayanan Administrasi Dalam Menghadapi Era Digitalisasi Di Kantor 

Kecamatan Rappocini Kota Makassar  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengtehui bagaiamana Kualitas Pelayanan 

Administrasi dalam menghadapi era digitalisasi di Kecamatan Rappocini , dengan 

mengacu pada lima dimensi menurut Kotler dan Keller (2016): Bukti Fisik, 

Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan 

model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi di Kecamatan 

Rappocini memadai, dengan layanan admin 

istrasi yang didukung komputer, printer, modem, dan mesin ADM. Website 

kecamatan memberikan informasi SOP, namun beberapa layanan masih 

memerlukan kunjungan langsung. Layanan dinilai andal dengan gangguan jaringan 

jarang dan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) memastikan keakuratan 

data. Kecamatan ini responsif terhadap keluhan melalui WhatsApp dan sistem IKD, 

dengan waktu respons cepat. Proses administrasi mematuhi standar hukum dan 

etika, dengan privasi dan keamanan data terjaga. Pendekatan inklusif menunjukkan 

empati tinggi terhadap kelompok rentan dan kendala teknologi. Meskipun teknologi 

memadai  dan berstandar digital serta respon dinilai positif , kualitas pelayanan 

administrasi dalam menghadapi era digital di tingkat kecamatan belum maksimal 

karena untuk beberapa layanan administrasi kependudukan masih memerlukan 

kunjungan langsung. 

 

Kata Kunci: Pelayanan publik, Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pada masa Industri 5.0 yang membawa revolusi atau perubahan di bidang 

humaniora, masyarakat didorong untuk bekerja dan hidup selaras dengan teknologi 

yang semakin canggih dan berkembang pesat. Penyebaran teknologi di seluruh dunia 

telah memberikan dampak negatif terhadap praktik administrasi publik di Indonesia 

serta cara hidup masyarakat umum. Oleh karena itu, penyelenggara publik tidak perlu 

ragu untuk berpartisipasi dalam kemajuan teknologi yang menarik. Menurut laporan 

(Panggabean 2018), kemajuan dan perubahan teknologi secara umum memudahkan 

masyarakat untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif. Salah satu contohnya adalah 

transformasi digital yang terjadi akibat Revolusi Industri 4.0, yang melibatkan 

penggunaan teknologi komputer untuk membawa perubahan signifikan dalam cara 

masyarakat memproduksi barang dan menjalani kehidupan. 

Transformasi digital dapat dipandang sebagai sebuah proses luar biasa yang 

melibatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, seperti teknologi digital saat ini, 

untuk menghasilkan pendapatan baru bagi organisasi. Keunggulan ini mungkin bisa 

dilihat sebagai nilai baru yang telah diakui, seperti kemudahan penggunaan dan 

konsistensi dalam bisnis, barang konsumsi, dan bidang lainnya. (Hadiono dan Noor 

Santo 2020) Sumber lain menyatakan (Panggabean 2018) bahwa transformasi digital 

adalah proses yang melibatkan penerapan teknologi digital pada proses yang ada 



2 
 

 
 

untuk mengungkap informasi atau metode baru. Darwin 2021 mendefinisikan 

transformasi digital sebagai peralihan praktik kerja di beberapa sektor ekonomi 

dengan menggunakan teknologi digital dibandingkan teknologi manual 

Pelayanan publik diartikan sebagai suatu kegiatan yang melaksanakan tugas-

tugas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara dan negara 

mengenai barang, jasa, atau pekerjaan administrasi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu, 

pemerintah berkolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan keselamatan publik 

dan meningkatkan kehidupan Bangsa. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa 

setiap bangsa wajib memenuhi kebutuhan setiap warga negaranya melalui sistem 

pemerintahan yang mendukung terselenggaranya sistem penyelenggaraan pelayanan 

publik yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar setiap warga negara 

yang berkaitan dengan barang, jasa, dan pelayanan publik. dan dukungan 

administratif. 

Pelayanan administrasi di era digitalisasi mencakup transformasi fundamental 

dalam penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah. Dalam konteks ini, 

digitalisasi merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Pada dasarnya, era digitalisasi menggeser paradigma tradisional 

pelayanan administrasi yang bersifat konvensional dan manual. Penerapan teknologi 

digital memungkinkan pemerintah untuk menyajikan informasi, memfasilitasi 

interaksi, dan menyediakan layanan secara lebih cepat dan efektif. Sebagai contoh, 

portal pelayanan online, aplikasi mobile, dan sistem manajemen informasi digunakan 
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untuk mempermudah proses administratif dan menghadirkan layanan yang lebih 

terjangkau. Dengan demikian, pelayanan administrasi di era digitalisasi bukan hanya 

mengenai penggunaan teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam budaya 

organisasi dan pola pikir untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, 

efisiensi, dan keterlibatan masyarakat secara lebih luas. 

Dalam menghadapi era digitalisasi, pelayanan administrasi mengalami 

transformasi signifikan dari perspektif global. Digitalisasi telah mengubah cara kita 

memandang dan memanfaatkan layanan administratif, membawa perubahan yang 

mengakar dalam berbagai negara di seluruh dunia. Pemerintah-pemerintah di berbagai 

belahan dunia telah aktif memperkenalkan teknologi baru dan inovatif dalam 

penyelenggaraan layanan administratif, mulai dari pembuatan dokumen hingga 

pendaftaran online, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan 

masyarakat. Transformasi ini tidak hanya mengubah proses internal pemerintah, tetapi 

juga mempengaruhi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dengan memberikan 

lebih banyak kontrol kepada individu dalam mengakses dan menggunakan layanan 

administratif. Dari implementasi sistem identifikasi digital hingga penggunaan 

platform online untuk mengajukan permohonan, digitalisasi telah menjadi kunci 

dalam membawa pelayanan administratif ke level baru, membuka pintu bagi inovasi 

dan kemajuan yang berkelanjutan dalam pelayanan publik di seluruh dunia. 

Perkembangan pelayanan administrasi di Indonesia menghadapi era digitalisasi 

mencerminkan transformasi signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap 

penyelenggaraan layanan publik. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia semakin memahami pentingnya 
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beradaptasi dengan perubahan tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat yang 

semakin tinggi. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah secara aktif 

mendorong pelayanan administrasi berbasis digital. Langkah-langkah ini mencakup 

pengembangan portal pelayanan online, aplikasi mobile, dan sistem informasi yang 

memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan publik. Misalnya, layanan 

pembayaran online, pendaftaran online, dan layanan administrasi lainnya menjadi 

lebih mudah diakses melalui platform digital, mengurangi hambatan administratif dan 

meningkatkan efisiensi. 

Dalam era digital, kualitas pelayanan administrasi di Kota Makassar 

menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Transformasi digital 

menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas 

layanan publik. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi 

bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, 

mengurangi waktu dan biaya, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan pelayanan. 

Penerapan digitalisasi di kecamatan-kecamatan Kota Makassar bertujuan untuk 

menyediakan layanan administrasi yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan 

warga mengurus berbagai keperluan administrasi tanpa harus datang langsung ke 

kantor kecamatan. Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah 

untuk mendorong inovasi digital di seluruh kecamatan di Makassar. 

Dalam menghadapi era digital, pelayanan administrasi kependudukan di 

Kecamatan Rappocini menghadapi tantangan transisi dari sistem manual ke digital. 

Meskipun sudah ada upaya menuju digitalisasi, seperti inovasi mesin ADM yang 
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memungkinkan masyarakat untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) secara cepat 

melalui barcode tanpa harus mengantri, sistem di kecamatan ini belum sepenuhnya 

digital karena masih harus datang ke kecamatan untuk menggunakannya.  Kolaborasi 

antara administrasi kecamatan dan kantor camat masih diperlukan untuk memastikan 

proses administrasi berjalan lancar dan efektif. Selain itu, website Kecamatan 

Rappocini menyediakan informasi penting terkait SOP layanan administrasi 

kependudukan, membantu masyarakat mendapatkan informasi yang diperlukan 

secara efisien.  

Meneliti kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam menghadapi 

era digital di tingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Rappocini penting untuk 

memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat cepat,  efisien, dan 

sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi area 

yang memerlukan perbaikan, memastikan bahwa sistem administrasi berfungsi 

dengan baik, dan meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan publik. Dengan pemahaman yang jelas tentang kualitas pelayanan, 

kecamatan dapat mengoptimalkan proses dan merespons kebutuhan masyarakat 

dengan lebih baik. Itulah mengapa penulis mengangkat judul “Pelayanan 

Administrasi dalam Menghadapi Era Digitalisasi pada Kantor Kecamatan 

Rappocini” 

B. Rumusan Masalah  

              Dengan mengacu pada latar belakang masalah dan ruang lingkup penelitian 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka masalah penelitian ini adalah 
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Bagaimana Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan dalam menghadapi era 

digitalisasi di kecamatan rappocini? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

         Beranjak dari bagaimana topik yang diungkapkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  kualitas Pelayanan 

administrasi kependudukan dalam menghadapi era digitalisasi di kantor 

kecamatan rappocini 

2. Manfaat penelitian  

a. Secara teoritis 

          Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk memperluas pemahaman 

tentang bagaimana pelayanan administrasi kependudukan yang diterapkan oleh 

kantor kecamatan Rappocini dalam menghadapi era digitalisasi 

b. Secara praktis 

          Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini akan membantu kantor 

kecamatan rappocini dalam memutuskan bagaimana pelayanan administrasi 

dalam pembuatan surat keterangan usaha yang akan digunakan dalam 

menghadapi era digitalisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan dan 

referensi dalam penelitian ini yaitu :  

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

NO Nama, tahun, 

judul 

Hasil penelitian Perbedaan 

1. (Putri 2023)  Sistem 

Informasi Pelayanan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Daerah Kabupaten 

Pringsewu Berbasis 

Website (Studi 

Kasus Bkpsdm 

Kabupaten 

Pringsewu) 

Sistem Informasi Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Daerah (Pak-D) Kabupaten 

Pringsewu berbasis website 

dibangun untuk 

menggantikan layanan tatap 

muka di Kantor BKPSDM 

Kabupaten Pringsewu. Pak-

D menggunakan platform 

website untuk meningkatkan 

mobilitas pengguna dan 

efisiensi perangkat yang 

digunakan, seperti ponsel, 

laptop, tablet, atau pc, 

1.) Perbedaan terletak 

pada lokasi penelitian. 

2.) Perbedaan terletak 

pada fokus penelitian 

3.) Perbedaan terletak 

pada indikator yang 

digunakan 
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NO Nama, tahun, 

judul 

Hasil penelitian Perbedaan 

selama terhubung dengan 

internet. Petugas yang 

bertanggung jawab 

mengelola permintaan 

layanan pegawai dapat 

melaporkan langsung 

dengan mengakses riwayat 

permintaan yang dikelola 

secara otomatis oleh aplikasi 

Pak-D. Aplikasi Pak-D juga 

memfasilitasi layanan 

Paperless dengan 

menyediakan fitur upload 

file, sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan 

manusia dan kerugian berkas 

hardcopy. 

2. (Effendi dan Tasrif 

2019) perancangan 

digitalisasi 

pelayanan 

Perkembangan teknologi 

mobile device telah 

mengubah berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam 

1.) Perbedaan terletak 

pada lokasi penelitian. 

2.) Perbedaan terletak 

pada fokus penelitian 
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NO Nama, tahun, 

judul 

Hasil penelitian Perbedaan 

administrasi 

akademik jurusan 

teknik elektronika 

berbasis android 

bidang pendidikan, terutama 

pendidikan tinggi. Untuk 

menghadapi perkembangan 

yang cepat ini, penggunaan 

teknologi yang efektif sangat 

penting saat ini. Salah satu 

solusinya adalah dengan 

memanfaatkan aplikasi 

digitalisasi pelayanan 

administrasi, yang tidak 

hanya meningkatkan 

efisiensi waktu, tetapi juga 

menyediakan sistem 

pelayanan yang lebih baik 

dan memberikan kepuasan 

kepada mahasiswa di 

perguruan tinggi. 

3.) Perbedaan teletak 

pada indikator yang 

digunakan 

3. (Amsikan, Kelen, 

dan Seran 2023) 

Digitalisasi 

Pelayanan 

Aplikasi SIADES, 

dikembangkan 

menggunakan model 

Prototype, membantu 

1.) Perbedaan terletak 

pada lokasi penelitian. 
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NO Nama, tahun, 

judul 

Hasil penelitian Perbedaan 

Administrasi 

Kependudukan di 

Desa Taunbaen 

Timur Berbasis 

Website 

Menggunakan 

Metode Prototype 

masyarakat dan kantor Desa 

Taunbaen Timur dalam 

mengurus surat ijin. Melalui 

layanan administrasi 

berbasis website, 

masyarakat dapat 

mengajukan permohonan 

surat ijin secara online, 

menghemat waktu dan 

mengurangi penggunaan 

kertas. Semua surat ijin 

tercatat secara digital dalam 

SIADES, memudahkan 

proses pencarian dan 

pelaporan data. Antrian di 

kantor desa menjadi lebih 

cepat karena masyarakat 

hanya perlu datang untuk 

mengambil surat yang sudah 

disahkan. Implementasi 

layanan melalui website juga 

2.) Perbedaan terletak 

pada indikator 

penelitian 
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NO Nama, tahun, 

judul 

Hasil penelitian Perbedaan 

meningkatkan literasi 

teknologi masyarakat di era 

Industri 4.0 dan Society 5.0. 

    

 

B. Konsep dan Teori  

1. Pelayanan Administrasi 

a. Pengertian Pelayanan Publik dan Konsep Pelayanan Administrasi 

  Dalam (Abdul, Adys, dan Yahya 2022) Pelayanan publik merupakan bagian 

tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan aspek integral dari 

kehidupan bersama dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, 

negara memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada semua warga 

dan penduduknya guna memenuhi kebutuhan dasar mereka serta untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.  

  Menurut (Naldi, Mahsyar, dan Yusuf 2023) Pelayanan merupakan bagian 

integral dari kehidupan manusia karena dibutuhkan dalam semua aspek 

kehidupan, termasuk pelayanan publik yang di sedikan pemerintah. 

Penyelenggara pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara. Setiap individu, serta 

barang  dan jasa yang disediakan oleh penyedia layanan publik, dianggap 

sebagai bagian dari masyarakat sipil. Masyarakat semakin menuntut agar 
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instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publiknya yang mereka 

berikan   

  Menurut (Wahid, Azikin, dan Ma’ruf 2018) Pelayanan pubik sering menjadi 

isu yang muncul karena di negara berkembang, permintaan akan layanan 

biasanya jauh melebihi kapasitas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut. Akibatnya, masalah yang sering dikritik oleh masyarakat atau 

penerima layanan adalah persepsi terhadap “kualitas” yang terkait dengan 

seluruh aspek pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat.  

  Menurut (didik fathur rohman, imam hanafi 2013) Pelayanan publik 

merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku dengan 

memberikan barang, jasa atau layanan administratif yang di sediakan oleh 

pemerintah untuk setiap warga negara dan penduduk. Pemerintah bertanggung 

jawab sebagai penyedia dan penyelenggara layanan tersebut, yang harus 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan 

sosial, nasional, dan negara.  

  Menurut (Hardiyansyah 2018) Pelayanan publik sangat berkaitan dengan 

kepentingan masyarkat, yang menjadi landasan istilah ini menurut para ahli. 

Implementasi pelayanan publik adalah salah satu fungsi pemerintah, bersama 

dengan disitribusi, regulasi, dan perlindungan, yang kesemuanya merupakan 

bagian dari kesepakatan dari sosial antara pemerintah dan warga negara.      
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Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi 

asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh pakar. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi 

pemerintah selain distribusi, regulasi, dan perlindungan, yang semuanya 

merupakan bagian dari kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. Oleh 

karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan 

yanig transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Bentuk layanan tersebut 

bisa beragam, termasuk layanan administratif, barang, maupun jasa. Kunci 

untuk memberikan layanan yang sangat baik adalah mengembangkan 

keterampilan komunikasi yang efektif dengan setiap klien. Kemampuan ini pada 

akhirnya akan membuat karyawan lebih menikmati aspek yang paling menarik 

dari pekerjaan dengan membantu pemahaman, pelayanan, dan penghargaan 

terhadap beragam individu yang ditemui setiap hari. Pelayanan memiliki peran 

penting dalam cara hidup manusia karena mereka bergantung pada orang lain 

untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

  Menurut (Mahsyar 2011) Pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya 

ditujukan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya setiap manusia 

membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

  Menurut (Hardiyansyah 2018) Pelayanan dapat di pahami sebagai metode 

yang dilakukan oleh suatu pihak untuk memberikan bantuan, menyiapkan, dan 

mengelola baik barang maupun jasa dari pihak lain. Jasa memiliki peran yang  
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signifikan dalam kehidupan masyarakat karena jasa menjadi pusat dalam 

interaksi antar individu. Untuk mencapai tujuan pelayanan. Interaksi dan 

hubungan interpersonal antara individu sangalah  penting.  

 Menurut (Boediono 2003) Untuk menciptakan kepuasan, pelayanan merupakan 

suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang 

memerlukan kepekaan dan hubungan antar pribadi. Pelayanan publik adalah 

serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan 

ketentuan hukum untuk setiap warga negara dan penduduk.  

  Menurut (Hidayah 2020) Padan dasarnya, pelayanan merupakan serangkaian 

kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkelanjutan, mecakup seluruh 

aspek kehidupan organisasi dalam masyarakat.  

  Menururt (Huda et al. 2020) Pelayanan administrasi merujuk pada penyedian 

berbagai dokumen yang di butuhkan oleh masyrakat, seperti pembuatan kartu 

tanda penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, buku 

kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan (STNK), 

izin mendirikan bangunan (IMB), paspor, dan dokumen sejenis lainnya.  Layanan 

tersebut mencakup barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan 

publik dapat berupa institusi negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 

badan hukum lain yang didirikan khusus untuk kegiatan pelayanan publik.  

  Menurut (Widawati dan Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda 2020) Pelayanan 

publik adalah salah satu fungsi utama pemerintah, pemerintah memiliki peran 
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sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kegiatan ini dijalankan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan individu 

lain yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara, bertugas melaksanakan 

tindakan atau serangkaian tindakan dalam pelayanan publik.  

  Menurut (Ratminto dan Winarsih 2007) memberikan definisi bahwa 

pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, 

termasuk barang dan jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan 

lembaga Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 

Pelayanan publik merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan hak yang dimilikinya, yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok orang. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor material 

dan dijalankan melalui suatu prosedur atau metode tertentu. Layanan ini juga 

bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan efisiensi, 

menyediakan informasi yang akurat mengenai opsi kebutuhan, dan 

memberikan panduan tentang cara memperolehnya. Semua ini sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan dan disiapkan oleh pemerintah. 

  Menurut (Moenir 2002) Dalam (Pasolong 2007) Pelayanan administrasi 

merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh unit pelayanan, mencakup proses 

pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dekomentasi, dan kegiatan 

administratif lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa 

dokumen, seperti sertifikat, izin-izin, rekomendasi, keterangan, dan lain-lain. 
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Pelayanan masyarakat dalam ranah administrasi mencakup sejumlah layanan 

yang esensial, antara lain: 

1) Pemberian surat pengantar untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk  

   (KTP). 

2) Pemberian surat pengantar untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK). 

3) Penerbitan surat keterangan berdomisili. 

4) Pemberian surat pengantar untuk pembuatan surat tanah. 

5) Penyediaan rekomendasi izin tempat usaha. 

6) Proses legalisir dokumen. 

7) Pemberian surat pindah. 

8) Pembuatan surat kelahiran. 

   Pelayanan adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan. Menurut definisi KKBI, pelayanan mencakup 

usaha membantu menyiapkan atau mengurus kebutuhan orang lain. Menurut 

Moenir, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok 

melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu untuk memenuhi kepentingan 

sesuai haknya dengan dasar faktor materi. Pelayanan, pada dasarnya, terdiri dari 

serangkaian kegiatan proses yang berlangsung secara teratur dan 

berkesinambungan, melibatkan seluruh kehidupan individu dalam masyarakat. 

Administrasi dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk efektif dan efisien 

menggunakan semua sumber daya, baik personil maupun materi, guna mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 



17 
 

 
 

   Berdasarkan penjelasan di atas, pelayanan administrasi dapat diartikan sebagai 

upaya yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan dengan melibatkan serangkaian kegiatan proses yang berlangsung 

secara teratur dan berkesinambungan. Pelayanan administrasi ini melibatkan 

usaha membantu menyiapkan atau mengurus kebutuhan orang lain dengan 

memanfaatkan sistem, prosedur, dan metode tertentu. Selain itu, administrasi 

dalam konteks ini merujuk pada usaha bersama untuk mendayagunakan semua 

sumber daya, baik personil maupun materi, secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

   Kemudian pelayanan administrasi dalam menghadapi digitalisasi mengalami 

transformasi yang signifikan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi. Pergeseran ini mencakup perubahan dalam cara pelayanan diberikan, 

proses administratif, dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam 

konteks ini, penggunaan sistem digital memungkinkan pelayanan administrasi 

menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Proses 

pengurusan dokumen, permohonan izin, dan transaksi administratif dapat 

dilakukan secara daring, mengurangi ketergantungan pada proses manual yang 

memakan waktu. Adopsi teknologi juga membuka peluang untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Informasi terkait kebijakan, prosedur, dan 

perkembangan administratif dapat diakses secara real-time oleh masyarakat, 

menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih terbuka dan terhubung 

   Namun, tantangan dalam menghadapi digitalisasi termasuk kebutuhan untuk 

memastikan keamanan data, pelatihan pegawai untuk menguasai teknologi, dan 
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memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tetap mengakomodasi berbagai 

lapisan masyarakat, termasuk yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Pada 

intinya, pelayanan administrasi dalam era digitalisasi menggabungkan teknologi 

dengan proses administratif untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan 

interaktivitas dalam pelayanan publik. 

b. Standar Pelayanan Publik 

  Setiap perusahaan pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan yang 

memenuhi persyaratan untuk memberikan kepastian kepada penerima layanan. 

Standar pelayanan berperan sebagai ukuran yang menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan pelayanan dan menjadi acuan untuk menilai kualitas pelayanan. 

Standar Pelayanan menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 

setidaknya mencakup : 

1) Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yang diterapkan untuk pemberi dan penerima 

layanan, termasuk proses pengaduan. 

 2) Waktu Pemrosesan 

Jangka waktu yang telah ditetapkan mulai dari pengajuan 

permohonan hingga penyelesaian pelayanan, termasuk proses 

penanganan pengaduan. 

3) Biaya Layanan 

Biaya atau tarif pelayanan beserta rinciannya yang telah ditetapkan 

oleh penyedia layanan. 
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4) Produk Layanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

5) Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pelayanan yang memadai 

oleh penyelenggara layanan. 

6)  Kompetensi Petugas Pelayanan 

Standar kompetensi petugas pelayanan yang harus ditetapkan 

dengan akurat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang diperlukan. 

  Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik, diharapkan 

masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Standar tersebut bertujuan untuk menyediakan proses pelayanan yang 

memuaskan dan tidak menyulitkan masyarakat sebagai pengguna layanan 

publikq 

 c. Bidang Pelayanan Publik 

  (Pemerintah Republik Indonesia 2009) Undang-undang Republik Indonesia 

No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan beberapa asas penting 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-asas tersebut antara lain: 

  1) Berdasarkan pada kepentingan umum 
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  2) Memiliki kepastian hukum 

  3) Kesamaan hak 

  4) Keseimbangan hak dan kewajiban 

  5) Keprofesionalan 

  6) Partisipatif 

  7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

  8) Keterbukaan 

  9) Akuntabilitas 

  10) Pemberian fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

  11) Ketepatan waktu 

    12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

  Selain itu, Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 

No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menynhyatakan bahwa ruang 

lingkup pelayanan publik meliputi: 

  1) Pelayanan barang publik 

  2) Pelayanan jasa publik 

  3) Pelayanan administratif 

  Asas-asas pelayanan publik mencerminkan landasan moral dan prinsip-prinsip 

utama yang harus dipegang teguh dalam setiap penyelenggaraan pelayanan 
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kepada masyarakat. Asas berdasarkan pada kepentingan umum menekankan 

bahwa setiap tindakan dan kebijakan pelayanan harus selaras dengan kebutuhan 

dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberlakuan kepastian hukum 

menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang jelas dan diakui dalam 

mendapatkan layanan. Prinsip kesamaan hak menegaskan bahwa setiap individu, 

tanpa memandang latar belakang atau statusnya, memiliki hak yang sama dalam 

mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas. 

  Dengan penegasan ini, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut 

memberikan kerangka kerja dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. 

2. Kualitas Pelayanan  

a. Pengertian dan Konsep Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah tingkat di mana layanan yang diberikan oleh 

suatu organisasi, institusi, atau pemerintah memenuhi atau melampaui harapan 

pelanggan atau masyarakat. Kualitas pelayanan merujuk pada tingkat kepuasan 

yang diterima oleh pelanggan atau pengguna layanan sebagai hasil dari interaksi 

mereka dengan penyedia layanan.  Secara keseluruhan, kualitas pelayanan dinilai 

dari seberapa baik layanan yang diberikan memenuhi atau melampaui harapan 

pelanggan. Kualitas pelayanan yang tinggi biasanya menghasilkan kepuasan 

pelanggan yang lebih besar, loyalitas pelanggan, dan reputasi positif bagi 

penyedia layanan.  

Menurut (Abdul, Adys, dan Yahya n.d.) Kualitas pelayanan adalah faktor 

utama bagi setiap perusahaan atau instansi dalam mencapai tujuan organisasi 
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serta memastikan kelangsungan hidupnya jika pelayanan yang diberikan tidak 

memenuhi kepuasan publik, hal ini dapat merusak citra atau reputasi perusahaan 

tersebut.  

(Azizah, Mahsyar, dan Azikin 2022) Kualitas pelayanan adalah kondisi 

yang terus berkembang, terkait dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan, yang memenuhi atau melampaui harapan.  

Menurut (Meithiana 2019) dari Kotler dan Amstrong mendefinisikan 

kualitas Kualitas pelayanan mencakup keseluruhan keunggulan dan ciri khas dari 

produk atau jasa yang mendukung kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Produk atau jasa yang berkualitas 

memiliki peranan penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Semakin baik 

kualitas produk dan jasa yang ditawarkan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan 

pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaan. Salah satu cara utama untuk mempertahankan perusahaan jasa 

adalah dengan consistently memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan 

pesaing dan memenuhi harapan pelanggan. 

Potter dalam (Supriyono 2001) kualitas pelayanan dapat diukur 

berdasarkan beberapa kriteria penting sebagai berikut: 

1) Tepat dan relevan, yaitu pelayanan harus memenuhi kebutuhan, 

harapan, dan profesi individu atau masyarakat. 

2) Tersedia dan terjangkau, artinya pelayanan harus dapat diakses oleh 

semua orang atau kelompok yang menjadi prioritas. 
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3) Menjamin rasa keadilan, berarti pelayanan harus bersikap adil dalam 

memperlakukan individu atau kelompok yang berada dalam kondisi 

yang sama. 

4) Dapat diterima, artinya pelayanan harus dilihat dari segi teknis, 

kualitas, kemudahan, kenyamanan, keandalan, ketepatan waktu, 

kecepatan, responsivitas, dan aspek kemanusiaan. 

5) Ekonomis dan efisien, berarti pelayanan harus dapat dijangkau dengan 

biaya yang wajar oleh semua lapisan masyarakat. 

6) Efektif, artinya pelayanan harus memberikan manfaat yang nyata bagi 

pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. 

  Kualitas pelayanan dalam era digital melibatkan adaptasi teknologi untuk 

meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Faktor-faktor 

penting meliputi aksesibilitas layanan kapan saja dan dari mana saja, kecepatan 

respons melalui otomatisasi, keandalan sistem tanpa gangguan, keamanan data, 

personalisasi untuk memenuhi kebutuhan individu, dan kemudahan penggunaan 

dengan antarmuka yang intuitif. Kualitas pelayanan digital yang tinggi 

menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus dan memuaskan. 

3. Digitalisasi 

a. Pengertian dan Konsep Digitalisasi 

 Digitalisasi adalah proses konversi atau transformasi informasi, data, atau objek 

ke dalam bentuk digital, yang dapat diproses, disimpan, dan dikomunikasikan 

menggunakan teknologi komputer atau perangkat elektronik lainnya. Ini 

melibatkan penggunaan teknologi untuk mengubah proses, produk, atau layanan 
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dari format fisik atau analog menjadi format digital. Dalam konteks yang lebih 

luas, digitalisasi juga mencakup integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan 

sehari-hari, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas 

layanan.  

  (Alayida et al. 2023) Digitalisasi adalah proses mengubah informasi dari 

bentuk analog menjadi bentuk digital, memungkinkannya untuk dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dan dibagikan dengan lebih efisien kepada pengguna 

informasi untuk berbagai tujuan, serta menjadi fondasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Sementara dalam menurut Sukmana (2005) dalam (Raza, Sabaruddin, 

dan Komala 2020) Digitalisasi adalah transformasi media dari format cetak, 

audio, atau video menjadi bentuk digital. Tujuannya meliputi penciptaan arsip 

dokumen digital, fungsi fotokopi digital, serta pembuatan koleksi perpustakaan 

digital. Proses digitalisasi melibatkan penggunaan peralatan seperti komputer, 

scanner, operator media sumber, dan perangkat lunak pendukung.  

  Konsep digitalisasi dalam pelayanan administrasi mengacu pada penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, 

dan kualitas layanan administratif yang diberikan oleh sebuah organisasi, baik itu 

pemerintah, perusahaan, maupun lembaga lainnya. Digitalisasi pelayanan 

administrasi melibatkan pembuatan aplikasi, platform, dan sistem online yang 

memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas administratif 

secara elektronik. Dengan digitalisasi, proses administratif seperti pendaftaran, 

pengarsipan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan lebih cepat, 
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mudah, dan akurat. Misalnya, pengguna dapat melakukan pendaftaran atau 

pengajuan berkas secara online tanpa perlu datang ke kantor secara langsung, 

serta mengakses informasi atau layanan administratif kapan pun dan di mana pun 

melalui internet. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan penggunaan sistem 

manajemen data yang terintegrasi, sehingga informasi dapat diakses dan dikelola 

dengan lebih efisien. Hal ini membantu organisasi untuk mengurangi biaya, 

menghindari kehilangan atau duplikasi data, dan meningkatkan produktivitas 

dalam menjalankan operasi administratif. 

C. Kerangka Berpikir  

  Kerangka berpikir merupakan suatu konsep atau struktur mental yang 

membantu seseorang atau suatu kelompok untuk memahami, merencanakan, dan 

menganalisis suatu masalah atau situasi. Kerangka berpikir memberikan landasan 

atau panduan yang membantu dalam pengorganisasian ide, informasi, dan konsep 

sehingga dapat membentuk suatu pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

Pelayanan Administrasi kependudukan 

dalam menghadapi era digitalisasi 
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D. Fokus Penelitian 

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan dalam menghadapi era digitalisasi di Kantor Kecamatan Rappocini,  

Fokus penelitian ini menggunakan teori dari Kotler, P dan Keller, K.L (2016) dimana 

ada lima indikator  kualitas pelayanan yaitu : 

1. Bukti Fisik  

2. Kehandalan  

3. Daya tanggap  

4. Jaminan  

5. Empati 

Setiap poin di atas dapat menjadi fokus dari penelitian yang mendalam untuk 

memastikan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi di kantor kecamatan 

Rappocini Kota Makassar tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga responsif, 

bertanggung jawab, dan akuntabel. 

 

Terciptanya kualitas digitalisasi 

pelayanan administrasi 

kependudukan  

  

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir 
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E. Deskripsi Fokus Penelitian 

 Deskripsi fokus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami 

bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam menghadapi 

digitalisasi di Kantor Kecamatan rappocini. 

1. Bukti Fisik: Bukti fisik dalam hal ini fokus kepada ketersediaan 

infrastuktur teknologi serta contoh bukti fisik yang konkrit dalam 

mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan 

Rappocini. 

2. Kehandalan: Kehandalan dalam pelayanan administrasi 

kependudukan mengacu pada kepastian bahwa proses administrasi di 

Kecamatan Rappocini dapat dilakukan dengan dapat diandalkan. Ini 

meliputi keakuratan dalam pengumpulan data, kecepatan dalam 

pemrosesan dokumen, dan ketepatan dalam pemberian layanan kepada 

masyarakat. Pelayanan yang handal memastikan bahwa data 

kependudukan tetap terjamin keakuratannya. 

3.  Daya Tanggap: Daya tanggap mengukur sejauh mana pelayanan 

administrasi kependudukan dapat menanggapi kebutuhan dan 

permintaan masyarakat secara efisien dan cepat. Ini termasuk waktu 

tunggu yang minimal, kemudahan akses terhadap informasi, serta 

kemampuan untuk merespons keluhan atau pertanyaan masyarakat 

dengan baik. Daya tanggap yang baik penting untuk memastikan 

kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi 

kependudukan. 



28 
 

 
 

4. Jaminan: Jaminan dalam hal ini mengacu pada kepastian bahwa data 

kependudukan aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah atau 

penggunaan yang tidak sesuai. Ini juga mencakup keamanan dalam 

pengelolaan data pribadi dan perlindungan terhadap potensi kebocoran 

atau penyalahgunaan informasi.  

5. Empati: Empati dalam pelayanan administrasi kependudukan 

mencerminkan kemampuan petugas untuk memahami dan merespons 

kebutuhan, kekhawatiran, atau masalah individu dalam proses 

administrasi. Ini termasuk cara berinteraksi dengan masyarakat, 

memberikan informasi dengan jelas dan ramah, serta mengatasi 

masalah atau kesulitan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam 

mengurus administrasi kependudukan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan dan berlokasi di 

Kota Makassar, lebih tepatnya di Kantor Kecamatan Rappocini, Kabupaten/Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.  

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, di 

mana data dikumpulkan dari suatu sampel melalui metode angket atau 

wawancara. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek 

tertentu dari populasi dengan mendapatkan informasi secara rinci dan mendalam 

dari partisipan penelitian. Adapun dalam (Creswell 2017) mengemukakan bahwa 

Penelitian Kualitatif adalah Metode untuk menjelajahi serta memahami makna 

yang muncul dari isu-isu sosial atau kemanusiaan dikenal sebagai penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini, dua aspek utama melibatkan penerapan 

pendekatan naturalistik untuk menyelidiki kondisi alamiah dan penggunaan 

metode untuk mendalami makna yang terkait dengan isu-isu tersebut. Pendekatan 

ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap 

fenomena yang sedang diselidiki. 
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2. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian 

deskriptif. Tipe penelitian deskriptif sendiri lebih fokus pada memberikan 

gambaran atau deskripsi yang komprehensif mengenai suatu fenomena tanpa 

mencoba menjelaskan atau mengontrol variabel tertentu  Metode pengumpulan 

data yang sering digunakan dalam tipe penelitian deskriptif antara lain adalah 

survei, observasi, dan analisis dokumen. Survei dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner atau wawancara kepada responden untuk 

mengumpulkan informasi tentang pendapat, sikap, atau perilaku mereka terkait 

dengan fenomena yang diteliti. Observasi melibatkan pengamatan langsung 

terhadap suatu kejadian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang karakteristiknya. Analisis dokumen melibatkan penelitian dan analisis 

terhadap dokumen atau arsip yang relevan dengan fenomena yang sedang 

diteliti. 

C. Jenis dan Sumber Data 

  Dalam penelitian, data dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang 

diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode seperti survei, wawancara, 

observasi, atau eksperimen. Sebaliknya, data sekunder adalah informasi yang 

telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, termasuk literatur, database, 

atau laporan penelitian. 

  Sumber data juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Sumber data primer melibatkan interaksi langsung 
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dengan objek atau subjek penelitian, seperti wawancara atau pengamatan 

langsung. Sementara itu, sumber data sekunder menggunakan informasi yang 

sudah ada sebelumnya, seperti artikel, buku, laporan pemerintah, atau basis 

data daring. 

D. Informan Penelitian 

  Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan 

informasi kepada peneliti sebagai subjek penelitian. Mereka memiliki 

pengalaman, pengetahuan, atau wawasan yang relevan dengan topik penelitian 

dan dapat memberikan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Informan penelitian dapat berasal dari berbagai latar belakang, 

seperti peserta, ahli, atau pihak terkait yang memiliki pemahaman yang 

mendalam terkait dengan fenomena yang sedang ditelit, Adapun informan dari 

penelitian ini yaitu:  

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

NO INFORMAN INISIAL JABATAN 

1 

Achmad Akhsa, SH AA 

Koordinator Staff Administrasi 

Kependudukan 

2 Andi Bintang Haris, SH.,MH ABH Kepala Seksi Pemerintahan 

3 Muh. Yusuf MY Masyarakat 

4 Irwan Jamal IJ Masyarakat 

5 Ridho Fattah RF Masyarakat 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, Berikut adalah 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini :  

1) Observasi : Observasi adalah teknik pengumpulan data yang 

melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek atau situasi tanpa 

campur tangan peneliti. Teknik ini menghasilkan data yang mewakili 

situasi alamiah dan dapat mengungkapkan aspek-aspek yang tidak 

dapat diungkap melalui sumber data lain. 

2) Wawancara :Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang 

melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk 

mendapatkan informasi secara verbal. 

3) Dokumentasi: Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari 

dokumen, arsip, atau rekaman yang sudah ada. 

F. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan 

untuk mengolah, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan dari data yang 

dikumpulkan dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari teknik analisis data 

adalah untuk menggali makna, pola, atau struktur yang tersembunyi dalam 

dataset, baik itu data kuantitatif maupun kualitatif.  Dalam (Miles dan 

Huberman 2009) terdapat 3 alur dalam proses teknik analisis data yaitu : 
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1) Reduksi Data 

  Reduksi data adalah langkah dalam proses analisis data yang 

melibatkan penyederhanaan, pemilahan, atau pengurangan 

kompleksitas dataset. Tujuan utama dari reduksi data adalah membuat 

dataset lebih ringkas dan fokus pada informasi yang paling penting atau 

relevan. 

2) Penyajian Data 

  Proses mengkomunikasikan informasi yang diperoleh dari hasil analisis 

data kepada audiens atau pemangku kepentingan dengan cara yang 

jelas, mudah dipahami, dan visual. Tujuan dari penyajian data adalah 

membuat informasi lebih terstruktur, menarik, dan dapat 

diinterpretasikan dengan baik oleh orang yang melihatnya. 

3) Penarikan Kesimpulan 

  Langkah ini adalah tahap akhir dalam proses penelitian di mana peneliti 

membuat interpretasi terhadap hasil analisis untuk menyimpulkan 

temuan atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Proses ini 

melibatkan sintesis informasi yang ditemukan dari data dan menyusun 

kesimpulan yang dapat menjawab tujuan penelitian. 

G. Pengabsahan Data 

  Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas 

data. Triangulasi merujuk pada pendekatan pemeriksaan keabsahan data yang 

melibatkan penggunaan elemen atau sumber lain di luar data itu sendiri, baik sebagai 

langkah pengecekan atau sebagai pembanding. Secara mendasar, triangulasi 
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didasarkan pada pendekatan fenomenologi yang mengedepankan pemahaman dari 

berbagai sudut pandang. Dengan kata lain, untuk mencapai kesimpulan yang kuat, 

diperlukan berbagai perspektif yang berbeda. Untuk membantu meminimalkan bias 

dan memberikan konfirmasi lebih lanjut terhadap temuan, berikut adalah 3 triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian :  

1) Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber merupakan pendekatan dalam penelitian yang 

melibatkan penggunaan multiple sumber data untuk menjamin validitas 

dan keandalan informasi. Dengan memanfaatkan berbagai sumber, 

peneliti dapat membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari perspektif 

yang beragam. 

2) Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik melibatkan pemanfaatan berbagai teknik pengumpulan 

data atau metode analisis. Dengan mengintegrasikan berbagai teknik, 

peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh menjadi lebih 

komprehensif dan diverifikasi dari berbagai sudut pandang. 

3) Triangulasi Waktu  

 Triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data pada berbagai titik 

waktu selama penelitian. Ini membantu dalam menangkap perubahan 

atau perkembangan fenomena seiring waktu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Kantor Kecamatan Rappocini  

Sebelum 1971, Rappocini adalah salah satu dari lima desa yang termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa. Pada tahun 1971, 

pemerintah Kota Makassar, pemerintah Kabupaten Gowa, pemerintah 

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan pemerintah Kabupaten Maros 

melakukan perundingan untuk membahas perluasan wilayah Kota Makassar. 

Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Rappocini dan kesembilan desa lainnya 

akan menjadi bagian dari Kecamatan Tamalate, yang berada di luar wilayah 

Kabupaten Gowa, dan akan menjadi bagian dari Kota Makassar. Rappocini 

adalah salah satu dari 15 kecamatan di kota Makassar, di provinsi Sulawesi 

Selatan. Itu dibentuk setelah memisahkan kecamatan tamalate pada 7 Januari 

1998 dengan persetujuan menteri dalam negeri nomor 138/1242/PUOD 

tanggal 3 mei 1996 dan surat keputusan gubernur provinsi Sulawesi Selatan 

nomor 539/VI/1996 Tahun 1996 tanggal 27 juni 1996. 

Kecamatan Rappocini merupakan bagian penting dari Kota Makassar di 

Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki sejarah yang mencerminkan pertumbuhan 

dan kemajuan kota yang signifikan. Rappocini didirikan sebagai salah satu 

kecamatan Kota Makassar sebagai tanggapan atas kebutuhan akan tata kelola 

administrasi yang lebih baik. Nama "Rappocini" dapat merujuk pada nama 
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tempat atau individu yang memiliki sejarah penting bagi komunitas lokal. 

Kecamatan ini mengalami transformasi dalam hal pemerintahan, infrastruktur, 

dan pelayanan publik karena Kota Makassar berkembang menjadi pusat 

perdagangan dan pemerintahan di wilayah timur Indonesia. Selain 

meningkatkan ketersediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan 

fasilitas umum lainnya, perubahan ini juga mencakup penyesuaian batas 

administratif dan penggabungan desa atau kelurahan. Sejarah Kecamatan 

Rappocini menunjukkan perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi 

daerah tersebut. 

Kecamatan Rappocini juga mengandung sejarah yang mencerminkan proses 

pemekaran dan pengembangan administratif Kota Makassar. Pembentukan 

kecamatan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan pesat penduduk pada tahun-

tahun awal perkembangan Kota Makassar dan kebutuhan akan pelayanan 

publik yang lebih baik. Perkembangan Kota Makassar sebagai pusat ekonomi 

dan budaya di Sulawesi Selatan turut mempengaruhi evolusi Kecamatan 

Rappocini. Seiring dengan waktu, kecamatan ini mengalami penyesuaian 

dalam tata kelola pemerintahan untuk mengakomodasi dinamika sosial, 

ekonomi, dan politik yang terus berubah di tingkat lokal. Transformasi ini tidak 

hanya mencakup infrastruktur fisik dan organisasi administratif, tetapi juga 

melibatkan peran aktif masyarakat dalam membangun identitas kecamatan 

serta meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Dengan demikian, sejarah 

Kecamatan Rappocini tidak hanya menceritakan tentang pembentukan 
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administratif semata, tetapi juga tentang perjalanan panjang menuju 

pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kota Makassar. 

2. Letak Geografis Kecamatan Rappocini  

Luas wilayah Kecamatan Rappocini tercatat 9,23 km persegi atau sekitar 

5,25 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Kecamatan 

Rappocini memiliki sebelas kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan 

Rappocini adalah Kelurahan Karunrung dengan luas 1,52 km persegi. 

Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Bontomakkio 

dengan luas 0,20 km persegi. Kecamatan Rappocini memiliki batas-batas: 

Utara – Kecamatan Panakkukang; Selatan - Kecamatan Tamalate; Barat - 

Kecamatan Mamajang dan Kecamatan Makassar; Timur – Kabupaten Gowa 

dan Kecamatan Panakkukang. Kecamatan Rappocini terdiri dari 11 

kelurahan, antara lain :  Gunung Sari  

• Karunrung 

• Mappala  

• Kassi-Kassi  

• Bontomakkio 

• Tidung  

• Banta-Bantaeng  

• Buakana  

• Rappocini  

• Ballaparang  

• Minasa Upa 
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3. Pemerintahan Kecamatan Rappocini   

1) Menurut undang-undang 1 Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 1 setelah 

mengalami amandemen kedua, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara 

kesatuan yang terbagi menjadi provinsi-provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap 

provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur 

melalui undang-undang. 

2) Secara administratif Kota Makassar dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Makassar 

dan Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan statistik, BPS menetapkan kode 

dan nama wilayah kerja statistik. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Kepala 

BPS Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 yang mengubah Peraturan 

Kepala BPS Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja 

Statistik Tahun 2018. Hingga akhir tahun 2019, wilayah kerja statistik di Kota 

Makassar mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan. 

4) Kecamatan adalah bagian administratif yang merupakan perpanjangan 

tangan pemerintah kabupaten atau kota. Seorang camat memimpin kecamatan 

tersebut, dan merupakan seorang pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab 

kepada bupati atau wali kota yang mengatur wilayahnya. Tiap kecamatan 

terdiri dari beberapa kelurahan atau desa, atau sering juga disebut dengan nama 

lain. 
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4.  Keadaan Sosial Penduduk  

a. Jumlah Penduduk  

Penduduk Kecamatan Rappocini pada tahun 2022 berjumlah 149.945 orang. 

Detailnya, terdiri dari 73.388 orang laki-laki dan 76.557 orang perempuan. Rasio 

jenis kelaminnya adalah 95,86, menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk 

perempuan diimbangi oleh 95-96 penduduk laki-laki. Wilayah kecamatan ini 

memiliki luas 9,23 km2, sehingga kepadatan penduduknya mencapai 16.245 

jiwa per kilometer persegi. Kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi 

adalah Kelurahan Bontomakkio dengan 25.140 jiwa per kilometer persegi, 

sementara Kelurahan Karunrung merupakan yang terendah dengan kepadatan 

9.716 jiwa per kilometer persegi. 

b. Tingkat Kesejahteraan 

Pada tahun pelajaran 2022/2023, terdapat 59 sekolah tingkat TK, 39 sekolah 

SD, 21 sekolah SMP, 14 sekolah SMA, dan 10 sekolah SMK di Kecamatan 

Rappocini. Mengenai fasilitas kesehatan, Kecamatan Rappocini memiliki 

infrastruktur kesehatan yang komprehensif, termasuk rumah sakit, poliklinik, 

puskesmas, serta beberapa fasilitas kesehatan lainnya. Seluruh kelurahan di 

Kecamatan Rappocini menggunakan listrik dari PLN sebagai sumber utama 

penerangan. 

5. Pariwisata, transportasi dan komunikasi 

     Definisi dan prinsip pariwisata mengacu pada pedoman yang disarankan oleh 

Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO). Hotel 
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menyediakan tempat menginap harian dengan kamar-kamar dalam satu 

bangunan, yang mungkin dilengkapi dengan layanan makanan, minuman, 

hiburan, dan fasilitas lainnya. Jenis hotel dapat dibagi menjadi hotel bintang dan 

non-bintang. Telekomunikasi merujuk pada proses penyampaian, pengiriman, 

atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, 

atau bunyi melalui berbagai sistem seperti kawat, optik, radio, atau sistem 

elektromagnetik lainnya. Jaringan telekomunikasi adalah serangkaian perangkat 

telekomunikasi beserta perlengkapannya yang digunakan untuk melakukan 

komunikasi. Kantor Pos adalah fasilitas yang menyediakan layanan untuk 

komunikasi tertulis dan surat elektronik, pengiriman paket, layanan logistik, 

transaksi keuangan, serta agen pos untuk kebutuhan umum. Kecamatan 

Rappocini memiliki fasilitas akomodasi yang lengkap. Delapan dari sebelas 

kelurahan memiliki hotel atau penginapan untuk mendukung fasilitas 

akomodasi. Dari segi transportasi, seluruh kelurahan dapat dijangkau melalui 

jalur darat. Di bidang komunikasi, semua kelurahan di Kecamatan Rappocini 

memiliki sinyal telepon seluler yang kuat atau sangat kuat.  

6. Visi Misi Kantor Kecamatan Rappocini  

       Dengan merujuk pada sejarah singkat Kantor Kecamatan Rappocini Kota 

Makassar, maka dibuatlah visi dan misi sebagai berikut: 

a. Visi  

 Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu dituangkan dalam suatu 

visi kecamatan Rappocini, Rumusan Visi juga di harapkan dapat 
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mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan 

dinamika pembangunan dari berbagai aspek. Adapun visi Kecamatan 

Rappocini dijabarkan sebagai berikut: 

“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Rappocini Yang Sejahtera 

Dan Nyaman Untuk Semua” 

Unturk merealisasikan visi dari maksud tersebut diatas, maka setiap 

pegawai Kecamatan Rappocini dan stakeholder haruslah memiliki pemahaman 

bersama terhadap visi tersebut diatas yakni sebagai berikut :  

2. Pelayanan prima adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini 

Kecamatan Rappocini. Memiliki standar pelayanan ISO 1990 : 

2008 sebagi upaya pemenuhan kebutuhan masyrakat dalam 

pelaksanaanya peraturan perundang undangan.  

3. Sejahtera adalah menggambarkan derajat kehidupan masyarakat 

yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar 

pendidikan, kesehatan serta lingkungan fisik, sosial dan religius 

sebagai bentuk perwujudan masyarkat yang sejahtera  

4. Nyaman untuk semua adalah terwujudnya proses pembangunan 

yang semakin mengurangi kesenjangan dan melahirkan 

kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota 

yang menjamin kenyamanan bagi perkembangan masyarakat, 
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sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat tanpa diskriminasi.  

b. Misi  

       MISI adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah 

sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi 

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal 

instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program serta hasil yang 

diperoleh di masa mendatang. Untuk merealisasikan visi Kecamatan Rappocini 

yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan, yakni tahun 2014 – 2019 yang 

bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang dengan 

semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka 

misi kecamatan rappocini adalaha sebagai berikut :  

1. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pelayanan  

 Program pelayanan administrasi perkantoran 

 Program sarana dan prasarana aparatur  

 Program peningkatan dan disiplin aparatur 

 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

 Program peningkatan, pengembangan, sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan 

 Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat 
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 Program fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat 

kecamatan 

 Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah 

kecamatan 

 Progam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat 

kecamatan 

3. Meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat 

 Program peningkatan pengelolaan sampah lingkup kecamatan 

dan kelurahan 

 Program peningkatan infrastuktur tingkat kecamatan dan 

kelurahan 

 Program  peningkatan kualitas penanganan, ketentraman, dan 

ketertiban 

7. Struktur Organisasi Pemerintah Kantor Kecamatan Rappocini  

      Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang mengatur pembagian kerja 

dan hubungan kerja antar kelompok individu yang bekerja bersama untuk 

mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, keberadaan struktur organisasi di 

dalam suatu organisasi sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas 

tentang posisi masing-masing personel, tugas-tugas yang harus dilaksanakan, 

serta wewenang dan tanggung jawab mereka. 

Untuk menjelaskan struktur Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar 

adalah sebagai beriku 
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Rappocini 

Sumber : Website Kecamatan Rappocini 

 

8.   Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Rappocini)    

       A. Camat  

            Kepala kecamatan memimpin sebuah organisasi yang bertanggun jawab 

atas pelaksanaan wewenang pemerintahan yang didelegasikan oleh bupati atau 

walikota, sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku, untuk 

mengelola sebagian dari urusan otonomi daerah, seperti yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pasal 17 tentang kecamatan. 

Tugas-tugas camat mencakup: 

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
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2. Mengkoordinasikan upaya untuk menjaga ketentraman dan 

ketertiban umum 

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan 

4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 

pelayanan umum 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

tingkat kecamatan 

6. Memberikan bimbingan terkait dengan penyelenggaraan 

pemerintahan di desa atau kelurahan. 

7. Memberikan layanan kepada masyarakat dalam lingkup 

tugasnya atau hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh 

pemerintahan desa atau kelurahan. 

B.  Sekeretaris Kecamatan 

         Di wilayah kecamatan, camat dibantu oleh seorang sekretaris (sekcam) 

yang bertanggung jawab atas segala tugasnya. Sekretaris kecamatan memimpin 

sekretariat kecamatan dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, jabatan sekretaris 

kecamatan termasuk dalam struktur eselon III.B. Sekretaris kecamatan 

mengawasi setidaknya dua bagian, yaitu bagian perencanaan dan bagian 

keuangan. Tugas pokok seorang sekretaris kecamatan meliputi: 
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1. Menjalankan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, 

pelaporan kepada camat, serta menjalankan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh camat 

2. Mengelola perlengkapan dan administrasi rumah tangga 

kecamatan. 

3. Menyusun perencanaan dan rancangan program untuk 

disampaikan kepada camat. 

4. Mengurus administrasi kepegawaian dan keuangan. 

Fungsi dari sekretaris kecamatan adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan administrasi perkantoran, kepegawaian, 

dan keuangan di tingkat kecamatan 

2. Menangani urusan umum, perlengkapan, keprotokolan, dan 

hubungan masyarakat. 

3. Bertanggung jawab atas ketatalaksanaan arsip dan 

perpustakaan. 

4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, 

evaluasi, dan pelaporan kegiatan unit kerja. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. 

C. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 

  Fungsi utama dari kasubag perencanaan dan keuangan adalah mengambil 

peran kepemimpinan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi, serta 

mengkoordinasikan segala kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan 

dan keuangan. 
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Fungsi dari kasubag ini meliputi: 

1. Menjalankan tugas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan 

Program kerja tahunan di tingkat kecamatan 

2. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman serta petunjuk teknis di 

bidang perencanaan dan keuangan. 

3. Bertanggung jawab dalam penyiapan bahan untuk rencana strategis, 

rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja di lingkup kecamatan. 

4.  Melakukan persiapan bahan untuk koordinasi dan konsultasi di bidang 

perencanaan dan keuangan. 

5.  Bertugas dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. 

6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pemegang kas. 

7. Berperan sebagai koordinator dalam penyusunan laporan keuangan dan 

pelaksanaan kegiatan. 

8. Melakukan tugas sebagai pelaksana dalam memonitoring evaluasi dan 

pelaksanaan kegiatan. 

9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan 

bidang tugasnya. 

D. Kasubag Umum dan Kepegawaian 

  Tugas utama dari kasubag umum dan kepegawaian adalah memimpin, 

merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, serta mengawasi pelaksanaan 

administrasi umum, perlengkapan, dan kepegawaian. 

Fungsi dari Kasubag Umum dan Kepegawaian meliputi: 
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1. Menyusun rencana kerja anggaran dan rencana kerja sub bagian. 

2. Menyiapkan petunjuk teknis dan pedoman untuk pengelolaan 

administrasi. 

3. Menyiapkan bahan untuk konsultasi dan koordinasi dalam 

penyelenggaraan kegiatan administrasi. 

4. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data mengenai kebutuhan 

perlengkapan. 

5. Melaksanakan tugas terkait pengadaan, penyimpanan, distribusi, dan 

pemeliharaan perlengkapan/inventaris kantor sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian. 

7. Menyiapkan petunjuk teknis dan pedoman untuk pembinaan PNS di 

wilayah kecamatan. 

8. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sebagai bendahara barang. 

9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan 

tugas sub bagian. 

10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

E. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

              Tugas utama dari seksi ini adalah memimpin, merencanakan, 

mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendataan dan 

pembinaan kesejahteraan sosial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas dinas di wilayah kecamatan.  
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Fungsi dari seksi ini adalah: 

1. Menyusun RKA dan program kerja seksi. 

2. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan konsultasi di bidang sosial 

dan pemberdayaan masyarakat. 

3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang 

sosial dan pemberdayaan masyarakat. 

4.  Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data di bidang sosial 

dan pemberdayaan masyarakat. 

5. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dalam musyawarah 

pembangunan dengan masyarakat. 

6.  Membantu dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial dan 

pemberdayaan masyarakat. 

7.  Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial dan 

pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan 

seksi. 

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang kerjanya. 

F. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penegakan Peraturan 

              Tugas utama dari seksi ketentraan, ketertiban, dan penegakan peraturan 

adalah memimpin, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan 
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kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta melakukan koordinasi terkait tugas 

lapangan polisi pamong praja di tingkat kecamatan. Fungsinya mencakup :  

 

Fungsi dari seksi ini adalah: 

1. Menyusun RKA dan program kerja seksi. 

2. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk 

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat 

3. Melaksanakan persiapan bahan untuk koordinasi dan konsultasi dalam 

pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

5. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data di bidang 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

6. Membantu dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah kecamatan. 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait tugas seksi. 

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang kerjanya.  

G. Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW 

         Tugas utama dari seksi ini adalah memimpin, merencanakan, 

mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, 

administrasi kependudukan, dan pertahanan di wilayah kecamatan.  
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Fungsi dari seksi ini adalah: 

1. Menyusun RKA dan program kerja seksi. 

2. Melaksanakan persiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis untuk 

pengelolaan dan pelayanan administrasi pemerintah, kependudukan, 

dan pertanahan. 

3. Melaksanakan persiapan bahan untuk koordinasi dan konsultasi di 

bidang administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan. 

4. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data di bidang 

administrasi pemerintah, kependudukan, dan pertanahan. 

5. Membantu dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi 

pemerintah, kependudukan, dan pertanahan. 

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kegiatan 

tugas seksi. 

7.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang kerjanya. 

B. Hasil Penilitian  

       Pelayanan administrasi adalah proses penyediaan layanan yang berkaitan 

dengan pengelolaan dan pengaturan dokumen, data, dan informasi untuk 

memenuhi kebutuhan individu atau organisasi. Ini mencakup berbagai aktivitas 

seperti pendaftaran, pengarsipan, dan pemrosesan permintaan atau dokumen 

resmi. Tujuannya adalah untuk memastikan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan 

dalam administrasi publik atau bisnis. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi era digital, 

Kecamatan Rappocini telah meningkatkan kualitas pengurusan administrasi 

kependudukan dengan bekerja sama langsung dengan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Disdukcapil). Untuk mendukung proses ini, telah diterapkan 

inovasi berupa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang mempermudah 

dan mempercepat layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Namun, 

sejauh ini digitalisasi di tingkat kecamatan belum sepenuhnya maksimal dalam 

hal administrasi kependudukan. Masyarakat masih perlu datang langsung ke 

kecamatan untuk memastikan keamanan dan kelengkapan berkas-berkas 

kependudukan mereka. Untuk menilai kualitas pelayanan administrasi 

kependudukan dalam menghadapi era digital di Kantor Kecamatan Rappocini, 

Peneliti melakukan wawancara dengan fokus kepada 5 indikator yaitu Bukti Fisik, 

Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati. 

1. Bukti Fisik  

Bukti fisik penting dalam pelayanan administrasi di kecamatan karena 

memberikan keaslian dan kemudahan verifikasi, memastikan kepatuhan 

hukum, dan berfungsi sebagai cadangan jika terjadi kegagalan sistem digital. 

Infrastruktur digital yang belum merata di kecamatan juga membuat bukti fisik 

menjadi solusi praktis untuk memastikan semua warga mendapatkan layanan 

administratif yang diperlukan. Indikator ini fokus kepada ketersediaan 

infrastuktur teknologi serta apa saja contoh bukti fisik dari inovasi terbaru 

layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Rappocini. Peneliti 

melakukan wawancara dengan Bapak AA selaku Koordinator Staff 
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Administrasi Kependudukan di Kecamatan Rappocini yang mengatakan 

bahwa : 

 “Alhamdulillah untuk saat ini ketersediaan infrasruktur teknologi yang 

mendukung sudah cukup memadai dan cukup menunjang yang tentu 

saja sudah berstandar digitalisasi infrastukturnya seperti adanya 

komputer, printer modem, dan inovasi terbaru itu adanya mesin ADM 

(Anjungan Dukcapil Mandiri) untuk melakukan percetakan dengan 

cepat. Kemudian terkait contoh perbaikan itu bisa melalui pelayanan 

online di website kecamatan rappocini yang tentu saja untuk menunjnag 

pengurusan dokumen masyarakay dengan cepat tanpa masyarakat 

datang ke kecamatan. Ada juga bukti fisik terkait inovasi yang ada di 

Kecamatan Rappocini itu ada KIA atau Kartu Identitas Anak yang bisa 

digunakan untuk belanja di toko-toko kebutuhan sekolah, gramedia, dll 

dan itu dia dapat potongan harga” (Hasil wawancara informan pada 10 

Juli 2024) 

 

 Kemudian dilanjut wawancara dengan bapak ABH sebagai Kepala Seksi 

Pemerintahan mempertegas bahwa : 

“Infrastuktur teknologi sudah sangat mendukung proses administratif 

di Kecamatan Rappocini ini. Ini komputer-komputer yang ada sudah 

model terbaru juga, wifi di kantor juga sangat mendukung. Terus kalau 

informasi pelayanan administrasi yang lain juga bisa di liat di website 

kecamatan rappocini. Kalau terkait kependudukan penyetoran berkas 

itu melalui online yang langsung kedukcapil. Nah untuk verifikasi dan 

validasi itulah tugasnya kecamatan. Kami kecamatan bekerjasama 

dengan capil disebelah jadi tetap saling berhubungan. Soal contoh 

inovasi terbaru, dibawa ada mesin yang bisa cetak KK mandiri juga tapi 

ya itu masih tetap harus datang ke kecamatan.” (Hasil wawancara 

informan pada tanggal 12 Juli 2024) 

 

Kecamatan Rappocini memiliki infrastruktur teknologi yang memadai 

dengan penggunaan komputer, printer, modem, dan mesin ADM untuk 

percetakan cepat. Layanan online melalui website memudahkan pengurusan 

dokumen. Inovasi seperti Kartu Identitas Anak (KIA) juga memberikan 

manfaat tambahan. Namun, verifikasi dan validasi dokumen masih 
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memerlukan kunjungan langsung ke kecamatan. Kemudian untuk menilai 

sebuah kualitas dalam hal bukti fisik, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat setempat yang melakukan pelayanan di Kecamatan 

Rappocini. Wawancara selanjutnya dilakukan bersama masyarakat pertama 

MY yang mengatakan bahwa :  

“Jadi bukti fisik itu inovasi berupa mesin ADM itu yang ada 

dikecamatan rappocini kurang lebih sudah 1 tahun, yang  fungsinya itu 

warga bisa cetak sendiri KK melalui barcode cuman kurangnya untuk 

KTP itu masih belum bisa. Nah dengan adanya mesin ini itu menurut 

saya sangat berguna untuk masyarakat, misal mau cetak KK tidak perlu 

lagi antri karena bisa cetak sendiri itu bisa meminimalisir waktu. 

Walaupun masih perlu datang ke kecamatan, saya rasa ini tidak menjadi 

halangan. Karena inovasi itu sangat memudahkan dan tidak perlu 

banyak waktu lagi” (Hasil wawancara  informan pada tanggal 15 Juli 

2024) 

 

Dilanjutkan juga wawancara dengan masyarakat kedua IJ yang mengatakan 

bahwa : 

“Infrastukturnya untuk saya cukup memadai, mengenai inovasi yang 

saya tau itu ada mesin ADM dan juga ada websitenya kecamatan 

rappocini yang diterapkan. Menurut saya, adanya fasilitas-tersebut jujur 

saja saya sebagai masyarakat saya merasa termudahkan”  (Hasil 

wawancara informan pada tanggal 15 Juli 2024) 

 

 Kemudian wawancara dengan masyarakat ketiga RF yang mengatakan 

bahwa : 

“Menurut saya sudah cukup baik ya. Tapi iya kita masih tetap harus 

datang kekecamatan untuk administrasi kependudukan tapi bagi saya 

itu tidak menjadi masalah karena ruangan yang disediakan juga nyaman 

dan pelayanannya tidak terlalu lama. Saya juga cukup terbantu terkait 

inovasinya yang website itu bisa diakses untuk pelayanan antrian, di 

website itu juga  ada informasi SOP administrasi kependudukan. Jadi 

sangat terbantu.” (Hasil wawancra informan pada tanggal 16 Juli 2024)  

 



55 
 

 
 

Kecamatan Rappocini memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, 

termasuk komputer, printer, modem, dan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri 

(ADM) untuk mempercepat proses percetakan dokumen. Pelayanan online 

melalui website kecamatan memudahkan pengurusan dokumen, dan inovasi 

seperti Kartu Identitas Anak (KIA) memberikan manfaat tambahan. 

Masyarakat menganggap mesin ADM sangat membantu dalam mencetak 

Kartu Keluarga (KK) secara mandiri, meski masih harus datang ke kecamatan 

untuk dokumen lain. Ruang pelayanan yang nyaman dan informasi yang jelas 

di website juga mendapat apresiasi, meski beberapa layanan masih 

memerlukan kunjungan langsung ke kecamatan. 

2. Kehandalan 

Kehandalan menjadi indikator penting untuk diteliti karena berhubungan 

langsung dengan kestabilan pelayanan. Kehandalan sistem mengurangi 

gangguan layanan serta meningkatkan kepuasan masyarakat,  Dalam hal ini 

fokus kepada seberapa sering gangguan terjadi  dalam setahun terakhir serta 

upaya seperti apa yang dilakukan kecamatan untuk memastikan bahwa data 

kependudukan yang tersedia itu akurat dan dapat diandalkan. Dengan ini 

peneliti melakukan wawancara bersama Bapak AA selaku Koordinator Staff 

Administrasi Kependudukan Kecamatan Rappocini, ia mengatakan bahwa : 

“Terkait seberapa sering gangguan terjadi selama setahun terakhir itu 

sudah sangat jarang terjadi di Kecamatan Rappocini ini karena jaringan 

yang ada itu langsung dari pusat (Kementrian dalam Negeri). Jadi kalau 

soal gangguan sudah jarang sekali. Nah kalau soal keakuratan data 

kependudukan itu sekarang ada yang namanya IKD atau Identitas 

Kependudukan Digital disitu masyarakat bisa memantau data mereka 

apakah sudah akurat atau tidak, jika terjadi kesalahan maka masyarakat 
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bisa langsung mengadukan langsung melalui aplikasi tersebut. ” (Hasil 

wawancara informan pada tanggal 10 Juli 2024” 

 

Kemudian ditegaskan oleh bapak ABH selaku Kepala Seksi Pemerintahan, 

beliau mengatakan bahwa : 

“Cukup jarang terjadi kalau soal gangguan karena itu tadi kita 

bekerjasama dengan capil. Jadi kepengurusan berkasnya online dari 

capil dan kecamatan itu untuk verifikasi. DiKecamatan juga betul 

jaringannya itu langsung dari kominfo  jadi jarang sekali terjadi 

gangguan. Terkait keakuratan, administrasi kependudukan sebelum 

dibawa kekecamatan itu kan sudah diproses juga di capil jadi setelah 

dikecamatan di verifikasi juga jadi pasti sudah cukup akurat. Apalagi 

soal kependudukan kan fatal juga kalau salah” (Hasil wawancara 

informan pada tanggal 12 Juli 2024) 

  

Jadi dalam hal kehandalan, gangguan dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kecamatan Rappocini jarang terjadi karena jaringan 

langsung dari pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri. Keakuratan data 

kependudukan dapat dipantau melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), 

yang memungkinkan masyarakat untuk memeriksa dan melaporkan kesalahan 

data. Proses administrasi dilakukan secara online dengan Disdukcapil dan 

divalidasi di kecamatan, memastikan data cukup akurat dan mengurangi risiko 

kesalahan yang serius. Kemudian terkait kehandalan, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan masyarakat pertama MY yang mengatakan bahwa : 

“Gangguan biasa  ada terjadi kalau server lagi tidak bagus, terkadang 

juga lagi mati lampu bergiliran akhirnya saya pulang dan kembali lagi. 

Biasanya gangguan-gangguan teknis seperti itu saja tp itu biasa saja, 

jarang terjadi juga. Sejauh ini saya melakukan pelayanan selalu akurat 

yang saya urus.” (Hasil wawancara informan pada tanggal 15 Juli 2024) 

 

Dilanjutkan juga wawancara masyarakat kedua IJ yang mengatakan bahwa : 
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“Soal kehandalan ya, kalau saya sendiri pernah mengalami disaat ada 

gangguan dikecamatan yang menyebabkan administrasi kependudukan 

itu tidak langsung dituntaskan dalam 1 hari jadi saya harus bolak balik 

ke kecamatan baru berkas saya bisa selesai. Tapi itu terjadi sekali saja” 

(Hasil wawancara informan pada tanggal 16 Jul 2024) 

 

Kemudian wawancara dengan masyarakat ketiga RF yang mengatakan bahwa: 

“Kalau saya sendiri belum pernah merasakan adanya gangguan atau 

kendala setiap melakukan pelayanan administrasi kependudukan di 

kecamatan rappocini ini” (Hasil wawancara informan pada tanggal 16 

Juli 2024) 

 

Terkait kehandalan, Gangguan dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kecamatan Rappocini jarang terjadi karena jaringan 

langsung dari Kementerian Dalam Negeri dan kerjasama dengan Disdukcapil. 

Keakuratan data dijaga melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang 

memungkinkan masyarakat memantau dan melaporkan kesalahan. 

Pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa gangguan teknis, seperti server 

down atau mati lampu, terjadi sesekali dan biasanya tidak mengganggu secara 

signifikan, dengan beberapa pengalaman isolasi terkait keterlambatan 

penyelesaian berkas. Secara umum, di Kecamatan Rappocini layanan dianggap 

cukup handal dan cukup memadai. 

3. Daya Tanggap  

 

  Untuk menjalankan aspek kualitas pelayanan yang baik diharapkan 

masyarakat, penyedia layanan harus responsif untuk memastikan kepuasan 

layanan. Kemampuan dan sikap tanggap dari pegawai di Kantor Kecamatan 

Rappocini dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sangat penting. Dalam hal 

ini, fokus kepada upaya seperti apa yang dilakukan kecamatan untuk 
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mengukur waktu respon terkait permintaan dan kelurahan masyarakat 

terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan prosedur atau sistem apa 

yang memungkinkan respon ceoat terhadap perubahan kebutuhan dalam 

administrasi kependudukan Berikut hasil wawancara dengan Bapak AA 

selaku Koordinator Staff Administrasi Kependudukan di Kecamatan Rappocini 

sebagai berikut :  

“Kalau soal mengukur waktu respon, kami dikecamatan mengarahkan 

langsung ke yang ada namanya outlet pengaduan via Whatsapp, nah itu 

langsung terhubung kecapil terkait aduannya. Disitu masyarakat dapat 

mengajukan pengaduan tentang dokumen apa yang dia ajukan dan dia 

anggap tidak paham. Terus kalau soal prosedur atau sistem yang 

memungkinkan respon cepat perubahan kebutuhan, nah itu kita bisa 

langsung ke IKD juga untuk respon cepatnya.” (Hasil wawancara 

informan pada tanggal 10 Juli 2024) 

 

 Kemudian ditambahkan juga wawancara dengan bapak ABH Kepala Seksi 

Pemerintahan Kecamatan Rappocini yang mengatakan bahwa : 

“Di Kecamatan Rappocini itu kita memanfaatkan sistem pengaduan 

online yang langsung terhubung ke capil karena kependudukan 

memang kepengurusan utamanya itu dicapil. Respon cepat untuk 

prosedurnya bis di arahkan ke capil karena dsitu penanganan 

permintaan sudah dilakukan dengan efisien. Kami juga dikecamatan 

sebisanya memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan 

masyarakat kalau ada keluhan atau permintaan” (Hasil wawancara 

informan pada tanggal 12 Juli 2024) 

 

Kecamatan Rappocini  mengarahkan masyarakat menggunakan outlet 

pengaduan via WhatsApp yang terhubung langsung dengan Disdukcapil untuk 

mengelola waktu respons terhadap keluhan masyarakat. Untuk memastikan 

respon cepat terhadap perubahan kebutuhan administrasi, mereka 

memanfaatkan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, 

kecamatan juga berusaha memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat 
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terkait keluhan atau permintaan mereka. Dilanjutkan pula wawancara dengan 

masyarakat untuk menilai kualitas daya tanggap di Kecamatan Rappocini 

terkait administrasi kependudukan. Berikut wawancara dengan masyarakat 

pertama MY yang mengatakan bahwa : 

“Menurut saya pribadi sejauh ini sesuai SOP jadi agak cepat 

pelayananya dalam merespon kebutuhan masyarakat karena di dalam 

itu walaupun ada beberapa pelayanan, saya tidak terlalu lama 

menunggu kalau ada keluhan atau permintaan mereka selalu merespon 

dan memberikan informasi dengan cepat.” (Hasil wawancara informan 

pada tanggal 15 Juli 2024) 

 

Ditegaskan pula wawancara bersama masyarakat kedua IJ yang mengatakan 

bahwa : 

“Menurut saya sudah sangat responsif kalau ada permintaan. Kalau 

dibilang cepat yah bisa dikatakan cepat memang kalau dikecamatan 

rappocini ini” (Hasil wawancara informan pada tanggal 15 Juli 2024) 

  

  Kemudian dilanjutkan dengan wawancara bersama masyarakat ketiga RF 

yang mengatakan bahwa : 

“Pengalaman saya pribadi, kalau ada keluhan itu cepat merespon dan 

juga cepat dalam memberikan solusi. Sudah cepat dan efisien menurut 

saya” (Hasil wawancara informan pada tanggal 15 Juli 2024) 

 

Kecamatan Rappocini mengukur waktu respons terhadap permintaan dan 

keluhan masyarakat dengan menggunakan outlet pengaduan via WhatsApp, 

yang terhubung langsung dengan Disdukcapil. Untuk menangani perubahan 

kebutuhan administrasi dengan cepat, mereka memanfaatkan sistem Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). Kecamantan juga aktif memberikan informasi 

yang dibutuhkan masyarakat terkait keluhan atau permintaan mereka. 

Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan di Kecamatan 
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Rappocini responsif dan efisien, dengan respon cepat terhadap keluhan dan 

permintaan serta informasi yang diberikan dengan baik. 

4. Jaminan  

Dimensi jaminan mencakup kemampuan pegawai untuk membangun 

kepercayaan yang bersifat integritas dan kompetensi dalam konteks lembaga 

atau instansi publik. Jaminan ini menunjukkan bahwa pelayanan publik 

disediakan oleh staf yang terampil, dapat dipercaya, dan memiliki kredibilitas 

tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Kepercayaan yang dimaksud adalah 

keyakinan masyarakat dalam proses pelayanan yang dilakukan. Indikator ini 

fokus kepada bagaimana kecamatan memastikan bahwa proses dalam 

administrasi kependudukan sesuai dengan standar hukum dan etika yang 

berlaku dan mekansime apa yang digunakan untuk memastikan bahwa privasi 

dan keamanan data kependudukan itu terjadi dengan baik.  Berikut wawancara 

dengan Bapak AA selaku Koordinator Staff Kependudukan di Kecamatan 

Rappocini:  

“Jadi kami tentu merujuk ke Peraturan UUD No. 23 Tahun 2019 

Tentang Administrasi Kependudukan Etika Pelayanan sesuai dengan 

standar yang berlaku. Dan kalau soal privasi dan keamanan data 

kependudukan itu tentu aman di capil.” (Hasil wawancara informan 

pada tanggal 10 Juli 2024) 

 

   Ditambahkan juga oleh Bapak ABH selaku Kepala Seksi 

Pemerintahan Kecamatan Rappocini, ia mengatakan bahwa : 

“Kami sebagai ASN khususnya di Kecamatan Rappocini ini selalu 

tentu selalu menjamin  bahwa kami melaksanakan tugas sesuai standar 

hukum dan etika yang berlaku. Kemudian soal privasi dan keamanan 
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data itu, berkas-berkas yang dibawa kecamatan kami selalu memastikan 

bahwa berkas-berkas terkait kependudukan itu disimpan dengan baik. 

Kami mengetahui konsekuensi terkait privasi berkas masyarakat itu.  

Apalagi di era digital ini kan, terkait privasi dan keamanannya bisa 

dijamin. Kepengurusan berkas juga bisa ditracking secara online” 

(Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 12 Juli 2024) 

 

  Kecamatan Rappocini berkomitmen untuk mengikuti standar hukum dan 

etika sesuai Peraturan UUD No. 23 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Kependudukan. Mereka memastikan privasi dan keamanan data kependudukan 

terjamin, baik di tingkat kecamatan maupun dalam pengelolaan berkas oleh 

Disdukcapil. Di era digital ini, keamanan data dapat lebih terjamin, dan 

kepengurusan berkas juga bisa dilacak secara online, memastikan transparansi 

dan keamanan proses administrasi. Untuk memastikan hal ini, peneliti juga 

melakukan wawancara dengan masyarakat. Masyarakat pertama MY 

mengatakan bahwa : 

“Soal privasi ya saya rasa sangat terlindungi, karena didalam itu kalau 

kita mau mewakili ambil KTP atau KK maka harus ada surat kuasa atau 

menunjukkan KTP orangtua untuk mewakili, jadi sangat terlindungi 

privasi kami sebagai masyarakat.”  (Hasil wawancara informan pada 

tanggal 15 Juli 2024) 

  Kemudian wawancara dengan masyarakat kedua IJ yang mengatakan 

bahwa : 

“Sampai saat ini saya merasa aman kalau soal data privasi dan tentu 

saya sudah merasa terlindungi data saya.” (Hasil wawancara infoman 

pada tanggal 15 Juli 2024) 

 

 Kemudian ditegaskan juga oleh wawancara dengan masyarakat ketiga RF 

yang mengtakan bahwa : 
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“Saya merasa data dan privasi saya selalu aman. Sejauh ini tidak pernah 

ada hal aneh yang terjadi.” (Hasil wawancara informan pada tanggal 16 

Juli 2024) 

 

Kecamatan Rappocini memastikan bahwa proses administrasi 

kependudukan mematuhi standar hukum dan etika sesuai Peraturan UUD No. 

23 Tahun 2019. Privasi dan keamanan data dijaga dengan ketat, baik di tingkat 

kecamatan maupun oleh Disdukcapil, dengan mekanisme pelacakan berkas 

secara online. Masyarakat juga merasa data dan privasi mereka aman, seperti 

yang dikonfirmasi oleh wawancara dengan masyarakat yang merasa 

terlindungi melalui prosedur yang ada. 

5. Empati  

Untuk mengevaluasi dimensi empati dalam pelayanan administrasi  

diKecamatan Rappocini, terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan. 

Pegawai diharapkan memberikan prioritas pada kebutuhan pengguna layanan 

dan memastikan bahwa pelayana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam indikator ini, fokus kepada pendekatan seperti apa yang 

digunakan Kecamatan dalam memahami dan mengatasi tantangan atau 

kebutuhan masyarakat khusususnya dalam menghadapi era digital ini dalam 

layanan administrasi kependudukan.  Berikut hasil wawancara dengan Bapak 

AA selaku Koordinator Staff Kependudukan Kecamatan Rappocini : 

“Nah kalau ini, biasanya kan soal lansia.  Kami memprioritaskan 

lansia, adapun pelayanan untuk lansia itu ada namanya “menjemput 

bola” artinya didatangi rumahnya apabila yang bersangkutan tidak 

dapat datang keKecamatan  seperti Perekaman foto KTP. Untuk 

dilakukan ke orang sakit, ODGJ, dan orang cacat.” (Hasil wawancara 

dengan informan pada tanggal 10 Juli 2024) 
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 Bapak ABH selaku Kepala Seksi Pemerintahan juga menambahkan bahwa : 

“Tantangannya itu terkait permintaan di era digital ini, biasanya yang 

umurnya sudah usia lanjut  atau yang biasanya itu yang sudah agak 

berumur dan biasanya tidak punya fasilitas hp atau jaringan kan mereka 

biasanya tidak paham soal yang seperti ini. Kami dari kecamatan 

arahkan pelayanan online di capil juga mereka biasa belum tentu paham 

karena banyak kendalanya. Jadi memang kurang bisa maksimal, dan 

mesti manual. Itu juga yang kami lakukan kalau untuk yang cacat atau 

sakit perakaman foto ktp kita bawa fasilitas perekaman untuk 

melakukan foto ktp dirumahnya. Kami tidak membeda-bedakan dalam 

melaksanakan pelayanan” (Hasil wawancara informan pada tanggal 12 

Juli 2024” 

 

 Kecamatan Rappocini menggunakan pendekatan inklusif untuk mengatasi 

tantangan dalam layanan administrasi kependudukan di era digital. Mereka 

memprioritaskan pelayanan bagi lansia, orang sakit, ODGJ, dan penyandang 

cacat dengan metode "menjemput bola"—mengunjungi rumah mereka untuk 

layanan seperti perekaman foto KTP. Hal ini mengatasi kendala bagi mereka 

yang tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital. 

Kecamatan juga mengakui kesulitan bagi yang tidak akrab dengan teknologi 

dan menyediakan opsi manual untuk memastikan semua warga mendapatkan 

pelayanan yang adil. Untuk menilai empati, peneliti juga melakukan 

wawancara bersama masyarakat. Wawancara ini dilakukan bersama 

masyarakat pertama MY yang mengatakan sebagai berikut :  

“Saya rasa mereka sangat berempati. Memberi pelayanan tidak 

memandang orang ang dilayani.  Petugas selalu cepat ambil tindakan 

terkait kendala atau kesulitan yang terjadi” (Hasil wawancara informan 

pada tanggal 15 Juli 2024” 
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 Kemudian ditegaskan juga oleh masyarakat kedua IJ yang mengatakan bahwa: 

“Kalau saya menilai staff-staff disini itu cukup baik baik dalam 

melaksanakan tugasnya dan melayani masyarakatnya yang kesulitan.” 

(Hasil wawancara informan pada tanggal 15 Juli 2024) 

 

        Kemudian ditambahkan oleh masyarakat ketiga RF yang mengatakan bahwa :  

“Saat saya menggunakan pelayanan disini Alhamdulillah disini 

petugasnya cepat ambil tindakan terkait kesulitan saya dan menjelaskan 

kepada saya atau memberikan arahan kepada saya. Tidak pernah 

membeda-bedakan. Saya menilai baik pelayanannya.” (Hasil 

wawancara informan pada tanggal 16 Juli 2024) 

 

     Kecamatan Rappocini mengadopsi pendekatan inklusif dalam 

menghadapi tantangan administrasi kependudukan di era digital. Mereka 

memprioritaskan layanan untuk lansia, orang sakit, ODGJ, dan penyandang 

cacat melalui metode "menjemput bola," yaitu mengunjungi rumah mereka 

untuk layanan seperti perekaman foto KTP. Ini memastikan bahwa mereka 

yang tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi tetap 

mendapatkan pelayanan yang memadai. Kecamatan juga menyediakan opsi 

manual untuk mengatasi kendala teknologi bagi mereka yang kurang akrab 

dengan digitalisasi. Penilaian dari masyarakat menunjukkan bahwa staff di 

Kecamatan Rappocini menunjukkan empati tinggi, memberikan pelayanan 

yang adil dan responsif terhadap kesulitan, serta memastikan bahwa semua 

warga mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berikut pembahasan hasil penelitian terkait kualitas pelayanan administrasi 

dalam menghadapi era digital tepatnya di Kecamatan Rappocini yang dimana 

penelitian ini berfokus kepada bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

dan empati.  

1. Bukti Fisik :  Berdasarkan hasil penelitian maka muncul pembahasan 

bahwa Bukti fisik dalam pelayanan administrasi kependudukan di 

Kecamatan Rappocini memiliki Infrastruktur digital yang belum merata 

dan di kecamatan juga membuat bukti fisik menjadi solusi praktis untuk 

memastikan semua warga mendapatkan layanan administratif yang 

diperlukan. Dalam indikator ini, fokusnya adalah pada ketersediaan 

infrastruktur teknologi serta contoh bukti fisik dari inovasi terbaru 

layanan administrasi kependudukan di Kecamatan Rappocini. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AA, Koordinator Staff 

‘Administrasi Kependudukan di Kecamatan Rappocini, infrastruktur 

teknologi yang mendukung pelayanan administrasi sudah cukup 

memadai dan menunjang proses digitalisasi. Peralatan seperti komputer, 

printer, dan modem sudah tersedia, serta adanya inovasi terbaru berupa 

mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang memungkinkan warga 

mencetak dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) secara cepat melalui 

barcode. Selain itu, website Kecamatan Rappocini menyediakan 

informasi terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan 

administrasi kependudukan, yang memudahkan masyarakat dalam 
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mengurus dokumen tanpa harus datang ke kantor kecamatan. 

Ditambahkan oleh Bapak ABH, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan 

Rappocini, bahwa infrastruktur teknologi di kantor kecamatan sudah 

sangat mendukung proses administratif. Komputer yang digunakan 

merupakan model terbaru, dan koneksi Wi-Fi di kantor juga sangat 

mendukung. Informasi pelayanan administrasi lainnya dapat dilihat di 

website kecamatan, dan penyetoran berkas dilakukan secara online 

langsung ke Disdukcapil. Verifikasi dan validasi dokumen menjadi 

tugas kecamatan, yang tetap berhubungan erat dengan Disdukcapil. 

Inovasi terbaru seperti mesin ADM memungkinkan warga mencetak 

KK secara mandiri, meskipun untuk dokumen lain masih perlu datang 

ke kecamatan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat 

setempat untuk menilai kualitas infrastruktur dan bukti fisik layanan 

administrasi. Masyarakat pertama, MY, menyatakan bahwa inovasi 

mesin ADM sangat berguna karena memungkinkan warga mencetak 

KK tanpa harus antri, meskipun masih perlu datang ke kecamatan. 

Masyarakat kedua, IJ, menganggap infrastruktur dan inovasi seperti 

mesin ADM dan website kecamatan sangat memadai dan memudahkan 

dalam mendapatkan informasi terkait pengurusan dokumen. Masyarakat 

ketiga, RF, menilai bahwa meskipun masih harus datang ke kecamatan, 

ruang pelayanan yang nyaman dan informasi yang jelas di website 

sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan.  
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     Gambar 4. 2 Informasi SOP Pelayanan Kependudukan via Website Kecamatan 

                     Sumber : Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan Rappocini 

 

Secara keseluruhan, Kecamatan Rappocini memiliki infrastruktur 

teknologi yang memadai, termasuk komputer, printer, modem, dan 

mesin ADM, yang mempercepat proses percetakan dokumen. 

Pelayanan online melalui website kecamatan memudahkan 

mendapatkan informasi terkait pengurusan dokumen, dan inovasi 

seperti Kartu Identitas Anak (KIA) memberikan manfaat tambahan. 

Masyarakat menganggap mesin ADM sangat membantu dalam 

mencetak KK secara mandiri, meskipun beberapa layanan masih 

memerlukan kunjungan langsung ke kecamatan. Ruang pelayanan yang 

nyaman dan informasi yang jelas di website juga mendapat apresiasi 

dari masyarakat, menunjukkan bahwa kecamatan ini berusaha 

memberikan pelayanan yang efektif dan efisien meskipun infrastruktur 

digital belum sepenuhnya merata. 
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2. Kehandalan :  Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dalam 

hal kehandalan layanan administrasi kependudukan di Kecamatan 

Rappocini, fokus penelitian ini adalah seberapa sering gangguan terjadi 

dalam setahun terakhir serta upaya yang dilakukan kecamatan untuk 

memastikan data kependudukan yang tersedia akurat dan dapat 

diandalkan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak AA, Koordinator 

Staff Administrasi Kependudukan Kecamatan Rappocini, gangguan 

jaringan selama setahun terakhir sangat jarang terjadi. Hal ini 

dikarenakan jaringan yang digunakan langsung dari pusat, yaitu 

Kementerian Dalam Negeri. Keakuratan data kependudukan juga 

dijamin melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang 

memungkinkan masyarakat memantau data mereka dan melaporkan 

kesalahan jika ditemukan, melalui aplikasi tersebut. Bapak ABH, 

 
Gambar 4. 3 Grafik Pengguna Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri Kecamatan Rappocini 

Sumber : Kecamatan Rappocini, Diolah oleh Penulis 
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Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Rappocini, mempertegas bahwa 

gangguan jaringan memang jarang terjadi berkat kerjasama dengan 

Disdukcapil dan jaringan yang langsung dari Kominfo. Proses 

administrasi dilakukan secara online oleh Disdukcapil, dan kecamatan 

bertugas untuk verifikasi, sehingga keakuratan data terjaga. Proses 

verifikasi berlapis ini memastikan bahwa data yang diproses dan 

disimpan adalah akurat, mengingat pentingnya keakuratan dalam 

administrasi kependudukan. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan masyarakat setempat untuk menilai kehandalan layanan. MY, 

seorang warga, menyatakan bahwa gangguan teknis seperti server yang 

tidak bagus atau mati lampu memang kadang terjadi, namun gangguan 

ini jarang dan biasanya tidak signifikan. Ia juga menyatakan bahwa 

layanan yang diterimanya selalu akurat. IJ, warga lainnya, mengaku 

pernah mengalami gangguan di kecamatan yang menyebabkan 

administrasi kependudukannya tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, 

namun hal ini hanya terjadi sekali. RF, warga ketiga yang diwawancarai, 

menyatakan bahwa ia belum pernah mengalami gangguan atau kendala 

dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Rappocini. 

Secara keseluruhan, gangguan dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kecamatan Rappocini jarang terjadi berkat jaringan 

yang andal dari Kementerian Dalam Negeri dan kerjasama yang baik 

dengan Disdukcapil. Keakuratan data dijaga melalui sistem IKD, yang 

memungkinkan warga memantau dan melaporkan kesalahan data. 
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Pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa meski ada gangguan 

teknis sesekali, hal ini tidak mengganggu layanan secara signifikan. 

Layanan di Kecamatan Rappocini dianggap cukup andal dan memadai, 

dengan proses verifikasi yang memastikan data kependudukan akurat 

dan dapat diandalkan. 
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Tabel 4. 1  SOP Pelayanan administrasi kependudukan Kartu Keluarga (KK) 

 

Tabel 4. 2  SOP Pelayanan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP)Tabel 4. 3  SOP Pelayanan administrasi 

kependudukan Kartu Keluarga (KK) 
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Tabel 4. 4  SOP Pelayanan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
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3. Daya Tanggap : Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  

berbagai upaya yang dilakukan untuk mengukur waktu respons terhadap 

permintaan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi 

kependudukan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak AA, 

Koordinator Staff Administrasi Kependudukan, Kecamatan Rappocini 

mengarahkan masyarakat untuk menggunakan outlet pengaduan via 

WhatsApp yang terhubung langsung dengan Disdukcapil. Hal ini 

memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan tentang 

dokumen yang diajukan dan memantau waktu respons terhadap keluhan 

mereka. Untuk prosedur atau sistem yang memungkinkan respon cepat 

terhadap perubahan kebutuhan administrasi, Kecamatan Rappocini 

memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang membantu 

dalam merespons cepat kebutuhan masyarakat. Bapak ABH, Kepala 

Seksi Pemerintahan Kecamatan Rappocini, menambahkan bahwa 

sistem pengaduan online yang langsung terhubung ke Disdukcapil 

dimanfaatkan untuk menangani kepengurusan utama kependudukan. 

Prosedur ini efisien dan memungkinkan penanganan permintaan 

masyarakat dengan cepat. Selain itu, pihak kecamatan juga berusaha 

memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat jika ada keluhan 

atau permintaan, memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk menilai kualitas daya 

tanggap di Kecamatan Rappocini, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan beberapa masyarakat. MY, salah satu warga, menyatakan bahwa 
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pelayanan di Kecamatan Rappocini cukup cepat dan sesuai dengan SOP 

yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa layanan, ia tidak perlu 

menunggu terlalu lama jika ada keluhan atau permintaan karena petugas 

selalu merespons dan memberikan informasi dengan cepat. IJ, warga 

lainnya, menegaskan bahwa pelayanan di Kecamatan Rappocini sangat 

responsif terhadap permintaan masyarakat, dengan respon yang cepat 

dan efisien. RF, warga ketiga yang diwawancarai, mengungkapkan 

bahwa setiap kali ia mengajukan keluhan, respons dan solusi yang 

diberikan selalu cepat dan efisien. Secara keseluruhan, Kecamatan 

Rappocini berhasil mengukur dan meningkatkan waktu respons 

terhadap permintaan dan keluhan masyarakat melalui penggunaan outlet 

pengaduan via WhatsApp dan sistem IKD. Kerjasama dengan 

Disdukcapil dan upaya aktif memberikan informasi yang dibutuhkan 

masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan 

di Kecamatan Rappocini responsif dan efisien. Pengalaman masyarakat 

yang umumnya positif dalam hal waktu respons dan solusi yang 

diberikan memperkuat kesimpulan bahwa daya tanggap Kecamatan 

Rappocini terhadap kebutuhan administrasi kependudukan adalah baik 

dan memadai. 

4. Jaminan : Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator jaminan di 

Kecamatan Rappocini menunjukkan bahwa kecamatan berupaya keras 

memastikan bahwa semua proses administrasi kependudukan berjalan 

sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku. Berdasarkan 
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wawancara dengan Bapak AA, Koordinator Staff Kependudukan, 

Kecamatan Rappocini merujuk pada Peraturan UUD No. 23 Tahun 2019 

tentang Administrasi Kependudukan dan menerapkan etika pelayanan 

sesuai dengan standar tersebut. Mengenai privasi dan keamanan data 

kependudukan, Bapak AA menegaskan bahwa data tersebut aman di 

Disdukcapil. Bapak ABH, Kepala Seksi Pemerintahan, memperkuat 

pernyataan tersebut dengan menekankan bahwa seluruh ASN di 

Kecamatan Rappocini memastikan bahwa mereka melaksanakan tugas 

sesuai standar hukum dan etika yang berlaku. Privasi dan keamanan data 

diprioritaskan, dengan berkas-berkas terkait kependudukan disimpan 

dengan baik dan dijamin keamanannya. Dalam era digital ini, keamanan 

data semakin terjamin melalui mekanisme pelacakan berkas secara 

online, yang menambah transparansi dan keamanan proses administrasi. 

Untuk mengukur efektivitas jaminan ini, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan masyarakat. MY, salah satu warga, menyatakan 

bahwa privasi mereka sangat terlindungi, karena untuk mengambil KTP 

atau KK atas nama orang lain, diperlukan surat kuasa atau KTP 

orangtua. IJ, warga lainnya, merasa bahwa data privasinya aman dan 

terlindungi. RF, warga ketiga yang diwawancarai, menegaskan bahwa 

data dan privasinya selalu aman dan tidak pernah mengalami masalah 

terkait hal tersebut. Secara keseluruhan, Kecamatan Rappocini 

berkomitmen kuat untuk mengikuti standar hukum dan etika yang 

ditetapkan oleh Peraturan UUD No. 23 Tahun 2019 tentang 
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Administrasi Kependudukan. Privasi dan keamanan data dijaga ketat, 

baik di tingkat kecamatan maupun oleh Disdukcapil, dengan adanya 

mekanisme pelacakan berkas secara online yang memastikan 

transparansi dan keamanan. Pengalaman masyarakat menunjukkan 

bahwa mereka merasa privasi dan data mereka aman serta terlindungi 

melalui prosedur yang ada, menegaskan keandalan dan efektivitas 

jaminan yang diberikan oleh kecamatan. 

5. Empati : Berdasarkan hasil penelitian terkait indikator empati di 

Kecamatan Rappocini menunjukkan bahwa kecamatan ini 

menggunakan pendekatan inklusif dan berempati dalam mengatasi 

tantangan layanan administrasi kependudukan, terutama dalam 

menghadapi era digital. Menurut Bapak AA, Koordinator Staff 

Kependudukan, kecamatan memprioritaskan layanan bagi lansia, orang 

sakit, ODGJ, dan penyandang cacat dengan metode "menjemput bola." 

Metode ini berarti petugas kecamatan mendatangi rumah warga yang 

tidak dapat datang ke kecamatan untuk layanan seperti perekaman foto 

KTP. Hal ini memastikan bahwa kelompok-kelompok yang rentan tetap 

mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, meskipun mereka tidak 

memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi digital. Bapak 

ABH, Kepala Seksi Pemerintahan, menambahkan bahwa tantangan 

utama di era digital adalah melayani warga lanjut usia yang sering kali 

tidak memiliki fasilitas teknologi seperti ponsel pintar atau jaringan 

internet. Kecamatan berusaha membantu mereka dengan menyediakan 
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opsi manual, mengakui bahwa banyak warga lanjut usia yang tidak 

akrab dengan layanan online. Dengan ini, kecamatan memastikan 

bahwa layanan tetap adil dan inklusif, meskipun ada kendala dalam 

adaptasi teknologi. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 

masyarakat untuk menilai tingkat empati dalam pelayanan di 

Kecamatan Rappocini. MY, salah satu warga, menyatakan bahwa 

petugas kecamatan sangat berempati dan responsif terhadap kendala 

atau kesulitan yang dihadapi masyarakat. IJ, warga lainnya, menilai 

bahwa staff di kecamatan ini melaksanakan tugas dengan baik dan 

menunjukkan sikap empati dalam melayani masyarakat yang kesulitan. 

RF, warga ketiga yang diwawancarai, mengapresiasi kecepatan dan 

responsifitas petugas dalam mengatasi kesulitan dan memberikan 

arahan, serta memastikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi. 

Secara keseluruhan, Kecamatan Rappocini mengadopsi pendekatan 

inklusif dan berempati dalam menghadapi tantangan administrasi 

kependudukan di era digital. Mereka memprioritaskan layanan untuk 

kelompok rentan melalui metode "menjemput bola," yang memastikan 

bahwa semua warga mendapatkan pelayanan yang memadai, meskipun 

tidak semua warga memiliki akses atau pemahaman terhadap teknologi. 

Penilaian dari masyarakat menunjukkan bahwa petugas kecamatan 

menunjukkan empati tinggi, memberikan pelayanan yang adil dan 

responsif terhadap kesulitan, serta memastikan bahwa semua warga 

mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membeda-bedakan. 
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Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Rappocini 

memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk komputer, printer, 

modem, dan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), yang mempermudah 

pelayanan administrasi kependudukan. Website kecamatan juga menyediakan 

informasi SOP, meskipun beberapa layanan masih memerlukan kunjungan 

langsung. Dalam hal kehandalan, layanan administrasi di kecamatan ini sangat 

andal dengan gangguan jaringan yang jarang, berkat dukungan dari Kementerian 

Dalam Negeri dan Disdukcapil, serta sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

yang menjaga keakuratan data. Kecamatan ini juga responsif terhadap permintaan 

dan keluhan masyarakat melalui outlet pengaduan via WhatsApp dan sistem IKD, 

dengan waktu respons cepat dan penanganan efisien. Proses administrasi mengikuti 

standar hukum dan etika sesuai Peraturan UUD No. 23 Tahun 2019, dengan privasi 

dan keamanan data yang terjaga melalui pelacakan berkas online. Selain itu, 

pendekatan inklusif dengan metode "menjemput bola" untuk kelompok rentan dan 

opsi manual bagi yang mengalami kendala teknologi menunjukkan empati tinggi 

dari petugas kecamatan. Meskipun infrastruktur dan layanan cukup memadai dan 

responsif, penerapan digitalisasi belum sepenuhnya optimal karena beberapa proses 

masih memerlukan kehadiran fisik di kantor kecamatan 

Adapun Faktor Penghambat kualitas Pelayanan Administrasin 

Kependudukan Di Kecamatan Rappocini  yaitu meskipun fasilitas teknologi dan 

keandalan layanan sudah baik. Salah satunya adalah kebutuhan untuk tetap datang 

langsung ke kecamatan untuk beberapa dokumen, meskipun mesin ADM dan 

website kecamatan sudah membantu mempercepat proses. Selain itu, ada tantangan 
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bagi kelompok rentan, seperti lansia atau orang dengan disabilitas, yang mungkin 

kesulitan mengakses atau memahami teknologi digital. Walaupun ada upaya untuk 

mendatangi mereka langsung, keterbatasan dalam akses teknologi masih menjadi 

hambatan. Meskipun privasi dan keamanan data dijaga dengan ketat, masalah akses 

fisik dan digital tetap mempengaruhi efektivitas layanan secara keseluruhan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka muncul kesimpulan 

yang akan dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bukti Fisik :  Kecamatan Rappocini memiliki infrastruktur teknologi 

yang memadai dan berstandar digitalisasi seperti komputer, printer, 

modem, dan mesin ADM, yang memudahkan layanan administrasi 

kependudukan. Mesin ADM memungkinkan pencetakan dokumen 

seperti KK secara cepat. Website kecamatan menyediakan informasi 

SOP layanan administrasi, membantu warga mendapatkan informasi 

layanan secara online. Masyarakat mengapresiasi inovasi ini, meskipun 

beberapa layanan masih memerlukan kunjungan langsung. Secara 

keseluruhan, layanan di Kecamatan Rappocini dinilai cukup efektif. 

2. Kehandalan : Layanan administrasi kependudukan di Kecamatan 

Rappocini sangat andal dengan gangguan jaringan yang jarang terjadi, 

berkat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan kerjasama 

dengan Disdukcapil. Keakuratan data dijaga melalui sistem Identitas 

Kependudukan Digital (IKD), yang memungkinkan warga memantau 

dan melaporkan kesalahan data. Wawancara dengan masyarakat 

menunjukkan bahwa gangguan teknis yang terjadi sesekali tidak 

signifikan dan layanan tetap akurat. Secara keseluruhan, layanan di 
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Kecamatan Rappocini dianggap memadai dengan proses verifikasi 

yang memastikan data kependudukan akurat dan andal. 

3. Daya Tanggap : Kecamatan Rappocini efektif dalam mengukur dan 

meningkatkan waktu respons terhadap permintaan dan keluhan 

masyarakat dengan menggunakan outlet pengaduan via WhatsApp dan 

sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Koordinasi dengan 

Disdukcapil memastikan penanganan yang cepat dan efisien. 

Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa layanan di 

kecamatan ini responsif, dengan waktu tunggu yang minim dan solusi 

yang cepat.  

4. Jaminan : Kecamatan Rappocini memastikan proses administrasi 

kependudukan sesuai dengan standar hukum dan etika berdasarkan 

Peraturan UUD No. 23 Tahun 2019. Mereka mengutamakan privasi dan 

keamanan data dengan menyimpan berkas dengan aman dan 

memanfaatkan pelacakan berkas secara online dari disdukcapil. 

Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka merasa 

privasi dan data mereka terlindungi dengan baik. Secara keseluruhan, 

Kecamatan Rappocini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap 

keamanan dan transparansi data. 

5. Empati : Kecamatan Rappocini menerapkan pendekatan inklusif dan 

empati dalam layanan administrasi kependudukan dengan metode 

"menjemput bola" untuk kelompok rentan seperti lansia, orang sakit, 

ODGJ, dan penyandang cacat. Mereka juga menyediakan opsi manual 
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untuk mengatasi kendala teknologi. Masyarakat menilai petugas 

kecamatan sangat berempati, responsif, dan adil dalam memberikan 

pelayanan. Secara keseluruhan, kecamatan memastikan semua warga 

mendapatkan layanan yang memadai, meskipun tidak semua memiliki 

akses atau pemahaman terhadap teknologi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran yang muncul yaitu : 

1. Diharapkan kecamatan  membuat rencana cadangan untuk gangguan 

teknis dan tingkatkan pemantauan sistem. 

2. Diharapkan kecamatan dapat memperluas penggunaan sistem 

pengaduan digital dan percepat tindak lanjut terhadap keluhan 

3. Diharapkan kecamatan dapat melakukan evaluasi rutin terhadap 

prosedur keamanan data  

4. Diharap kecamatan dapat mempertahankan pendekatan inklusif dan 

beri pelatihan tambahan kepada staf untuk lebih memahami kebutuhan 

kelompok rentan. 

5. Beri masyarakat waktu untuk paham digitalisasi h 
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